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Di Inrlonpsia tuntulan puli~ ;:>engelolaan 'lkuntasi d::lo keuangan negara 

secara profesional mulai direspon pemerintah melalui reformasi keuangan negara 

dengan berbanai peraturan pcrundangan seperti UU No. 17 Tahun 2003 tenlang 

Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan 

UU No. 15 Tallun 2004 lentann fJemeriksaan dan Tanggung jawab Keuangan 

Neuara, terakhir PP No. 24 TallUn 'Z005 tentang SI;lOdar Akunlansi Pemerinlahan. 

Hal in; memberi secercah harapan akclD terlaksananya pengelolaan pr~lik 

akuntansi dan keuangan seklor publik yang Iransparan dan akuntabel. Harapan 

ini harus selalu diverifikasi llelalui penelHian kebijaksanaan dan cjikembangkan 

melalui oeneliti .. m mumi 

Permasalahan adalal1 bagaimana memperkuat kemampuan masyarakat 

bahwa yang masih berada dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari 

perangkap kemiskinan. Keterbelakangan, dan membutuhkan pertolongan agar 

lebih berdaya dalam kemandirian, keswadayaan, partisipasi. dan demokrasi. 

Dengan kat a lain, rnernberdayakan rakyat mengandung makna mengembangkan. 

memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar 

masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan segala bidang 

dan sektor kehidupan (Uphoff, 1995: 20). Rakyat yang perlu diberdayakan anlara 

lain adalah kal .. m buruh, pelani, nelayan, orang miskin di kola dan di desa, 

kelompok masyarakat dalam kondisi yang marginal, dan dalam posisi lemah, 

serta pinggiran. Prinsip dari berbagai program tersebut adalah pemberdayaan 

masyarakat (community empowerment) sehingga program ini bersifat mendidik 

masyarakat sasaran agar mampll mennatasi permasalahan dengan 

menggunakan potensi sendiri. Program ini bersifat berkelanjulan dengan 

menumbuhkan perilaku koleklif ditingkat mikro yang mencerminkan nilai rukun, 

peduli, mandiri dan sejahtera. 

------~.-



KONFERENSI PENEI.lTlAn 

Pembahasan ten tang upaya pemberdayaan rakyat memang tidak dapat 

terlepas dan keberadaan dan peranan organisasi Non-pemerintah (Omop) ata 

NGOs (Non-Governmental Organization) yang tersebar baik dilingkat lok~I, 

regional, nasional, maupun intemasional. Dalam tlilisan ini akan digunakan 

batasan Ngos dalam arti sempit yang rneliputi Organisasi Nirlaba (ONL) atau Non

Profit Organization (NPO). Lernbaga Pengembangan Swadaya Masyarakat 

(LPSM) atau Grassroots Support Organization (GRSO). Dalam Lembaga 

Swadaya Masyarakat (CSM) atau Grassroots Organization (GRO), yang 

kegiatannya berkaitan dengan proses dan darnpak pembangunCln, 

pengembangan dan perubahan sosial, serta pemberdayaan rakyat (Prinj~o, 

1995 : 590, 1992 : 444, 1991 : 131-132). Isitilah NGO dan LSM sering~ali 

turnpang tindih. LSM adalatl NGO, tetapi NGO belurn tentu merupakan LSM. 

NGOs sebagai organisasi atau kelompok sangat heterogen a tau beraneka 

rag am , tetapi pada dasarnya mereka ingin rnemperjuangkan tujuannya hingga 

mencapai kenyataan, yai!u masyarakat yang adi! dan sejahtera. Garilao (1997, 

115-116) berpendapat adalah NGOs menciptakan suatu individu jasa baru, yaitu 

indus!ri pengembangan so sial. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas 

maka dapat dikemukakan rumusan masaJah bahwa : 

Bagaimana bentuk laporan keuangan LSM Syekh Yusuf yang ada di Kabupaten 

Gowa sebagai pert.anggungjawaban lerhadap pemberi dana. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adaoun tujuan penelitian adalatl : 

1. Mernberikan gambaran tenlann benluk-bentllk laporan pertanggungjawaban 

keuangan LSM Syekh Yusuf 

masya'dkat. 

selaku penerima dana pemberdayaan 

2. Mernbenkan ga!llbaran kontritlUsi CSM Syekh Yusuf dalam pelaksanaan 

kegialan-keqiatan program pE)mbangunan di Kabllpaten Gowa. 



1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaa! yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Peneli!ian ini diharapkan dapal rnenjadi surnbangan pemikiran kepada 

pemerinlah Pusal dan Daerah khususnya dalam menetapkan kebijakan 

slrategi pembinaan dan koordinasi pada LSM, dalam penyusunan laporan 

keuangan LSM. 

2. Sebagai bahan informasi bagi aklivis akademisi dalam memperluas perspeklif 

pengembangan akunlansi seklor publik, khusllsnya akllnlansi keuangan non 

profit. 

3. Sebagai bahan informasi bani pihak·pihak yang berkompelen dan berminal 

dalam pengembangan wawasan, pengetahuan khususnya mengenai LSM, 

sehingga dapal diperoleh bentuk pencatatan akunlansi yang baku dalam 

penyusunan laporan keuanuan LSM yang dapa! dilerima secara umum. 

4. Sebagai bahan pertimbangan clan aeLJan bagi peneliti benku!nya. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Akuntansi Sektor Publik 

Praktik akllntansi dalam suatu negara harus selalll berkembang untuk 

memenuhi tuntutan perkemban[Jan dunia bisnis. Lebih dan itu, praktik akuntansi 

juga harus dillembangkan seeara sengaja untuk mencapai tujuan sosial tertentu. 

Unluk itu, belajar praktik dan teknik akuntansi saja tidak cukup karen a praktik 

yang sehat harus dilandasi oleh teori yang sahat. Teori akuntansi membahas 

berbagai masalah konseptual dan ideal yang ada di balik praktik akuntasL Teori 

akuntansi mempunyai peran penting dalam pengembangan akuntansi yang 

sehat. 

Pengertian leori akunlansi sangal bergantung pada kesepakatan tenlang 

pengertian akuntansi sebagai suatu disiplin pengetahuan. A1<untansi dapat 

dipandang sebagai sains dan sebagai teknologi. Bila akuntansi dipandang 

sebagai sains, akuntansi akan bertujuan untuk mendapatkan kebenaran atau 

validilas penjelasan tenlang suatu fenomena akuntansi dengan menerapkan 

metode ilmiah. Teori akuntansi berkepentingan untuk menghasilkan pemyataan

pernyataan umum (yang bemlllla dari l1ipotesis) sebagai penjelasan praktik 

akuntansi. Bidang kajian rnenjadi yang menjadi pusat perhalian adalah masslall 



fakta sehingga leori akuntast harlls bebas dari pertirnbangan nilai. Teori akllntasi 

sernacarn tni disebut dengan teori akuntansi positif. Teori positif akuntansi 

rnenjelaskan fenomena akllntansi seperti ada adanya atas dasar pengamatan 

empiris. 

Bila akuntansi dipandang sebagai tnknologi, akuntansi merupakan 

teknologi perangkat lunak yang harus dipelajari dan dikembangkan untuk 

mencapai lujuan sosial tertentu. Dengan demikian, akuntansi merupakan suatu 

pengetahuan tentang perekayasaan informasi untuk pengendalian keuangan 

negara. Hasil akhir akuntansi adal",h prinsip. Metode alau teknik yang 

bermanfaal untuk rnencapai tujuan akunlansi. Hasil penalaran logis adalah suatu 

kerangka kOf/Seplual yang menjadi sernacam konstitusi akuntansi. Adanya tujuan 

sosial yang harus dicapai Dietl akunlansj menjadi teori akuntansi ban yak 

membahas pertimbangan nilai (value judgment). Ini merupakan teori akuntansi 

normative yang menjelaskan fenomena akuntansi untuk menjuslifikasi atau 

membenarkan perlalwan (standar) al\llntansi karena tujuan akuntansi tertentu 

hanls dicapai. 

Makna sektor publik digunakan sebagai pasangan sektor swasta (private 

secto!,). Badan, organisasi, alau entitas yang berkaitan dengan sektor publik 

kemudian disebut sebagai badan publik (public bodies) sebagai pasangan dari 

organisasi bisnis. 

Rosjidi (2001) menggunakan makna sektor publik untuk menunjuk 

karakteristik organisasi sehingga akuntasi sektor publik dipandang sebagai 

perluasan dan rengembangan akuntansi pemerintah (sebagai organisasi atau 

entitas). Walaupun demikian, organisasi yang dicakupi akhimya semua berkaitan 

dengan pemerintah. Bastian (2001) memaknai secara implicit sektor publik 

sebagai sektor perekonomian 'iang ditangani oleh pemerintah dan mendefenisi 

akunlansi seklor publik sebaoai akunlansi dana mi1syarakal (public money) yano 

dikelola melalui badan pemerintall d<:111 non pemerintah (misalnya LSM dan 

Yayasan). 

Istilah sektor publik banyak dikenal dt Inggris dan negara-negara Eropa 

kontinental daripada Amerika. The Canadian Institute of Chartered Accountanis 

(CICA), misalnya mempunyai komite yang disebut Public Sektoc Accounting and 

Auditing Committee. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) juga mempunyai 

kompartemen akuntansi sektor publik. Memang ada dua kala dalam istilah 
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fakta sehingga teori akuntasi harus tJebas dari pertimbangan nilai. Teori akuntasi 

semacam ini disebut dengan teori akuntansi positif. Teori posrtif ak:untansi 

menjelaskan fenomena akuntansi seperti ada adanya atas dasar pengamatan 

empiris. 

Bila akuntansi dipandang sebagai teknoiogi, akuntansi merupakan 

teknologi perangkat lunak yang harus dipelajari dan dikembangkan untuk 

mencapai tujuan sosial tertentu. Dengan <lernikian, akuntansi merupakan suatu 

pengetahuan tentang perekayasaan informasi untuk pengendaiian keuangan 

negara. Hasil akhir akuntansi adalah pnnsip. Metode atau teknik yang 

benmanfaat untuk mencapai tujuan akunlansi. Hasil penalaran logis adalah suatu 

kerangka konseptual yang menjadi semacam konstitusi akuntansi. Adanya tujuan 

sosial yang harus dicapai oleh akuntansi menjadi teori akuntansi banyak 

membahas pertimbangan nilai (value jueigmenf). Ini merupakan leon akuntansi 

normative yang menjelaskan fenornena akuntansi untuk menjustifikasi atau 

membenarkan perlakuan (standar) ailllntansi karen a tujuan akuntansi lertentu 

harus dicapai. 

Makna sektor publik digunakan scbagai pasangan sektor swasta (private 

sector). Badan, organisasi, atau enlitas yang berkai\an dengan sektor publik 

kemudian disebut sebagai barlan publik (public bodies) sebagai pasangan daTi 

organisasi bisnis. 

Rosjidi (2001) menggunakan makna sektor publik untuk menunjuk 

karakteTistik organisasi sehingga akuntasi sektor publik dipandang sebagai 

perluasan dan pengembangan akuntansi pemerinlah (sebagai organisasi atau 

entitas). Walaupun demikian, organisasi yang dicakupi akhimya semua berkaitan 

dengan pemerintah. Bastian (2001) memaknai secara implicit sektor publik 

sebagai sektor perei<onornian yang ditangani oleh pemerintah dan mendefenisi 

akuntansi sektor publik sebagai akuntansi dana rnasyarakal (pub5c money) yang 

dike lola melalui badan pernerintah dan non pemerintah (misalnya LSM dan 

Yayasan). 

Istilah sektor publik banyak dikenal di Inggns dan negara-negara Eropa 

kontinental daripada Amerika. The Canadian Institute of Chartered Accountanis 

(CICA), misalnya mempunyai komite yang disetJut Public Sektoc Accounting and 

Auditing Committee. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) juga mempunyai 

komparlemen akuntansi sektor publik. Memang ada dua kata dalam istilah 
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tersebut yaitu sektor dan publik. S"ktor cialam makro ekonomika lebih rnengacu 

pada kegiatan penyediaan barang dan jasa melalui berbagai kegiatan yang 

dikategorikan menjadi berbagai SE!l<tor daripada mengacu pada jenis organisasi. 

Jadi sektor tidak mengacu pada ocganisasi penyediaan barang dan jasa. PubHk 

sendiri mempunyai banyak makna yaitu pernerintah negeri, independen, terbuka 

untuk umum dan masyarakat umum. Jadi, istilah sektor publik memang agak 

problematik. 

2.2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

Menurut Hadad (1983 : 8) LSM rnerupakan kelompok primer, yailu mereka 

yang bekerjasama karena mernpunyai kesamaan aspirasi dan kegaitan bersama, 

di mana hubungan diantaranya akrab dan mampu berkomunikasi dengan 

masyarakat lapisan bawah. Untuk rnencapai tujuan bersama, mereka bekerja 

berdasarkan prinsip saling membantu berdasarkan kepentingan bersama yang 

biasanya adalah mengatasi personlan kebutuhan dasar. Kelompok ini dikenal 

dengan nama Self-help Groups. Ciri··ciri kelompok ini adalah kedl, belum 

terorganisir seC'-8ra baik, infonnal, rniskin, dan berada di pedesaan alau 

perkampungan. Pada urnurnnya LSM dibantu oleh tenaga sukarela dan fokus 

kegiatan pada proyek-proyek. Perbcrjaan anlara LSM dan pernerintah adalah 

bahwa hal-hal yang tidak mau dilakukan oleh lembaga pernerintah atau tak dapat 

dijangkau oleh kebijaksanaan pemer"lnlah dikerjakan oleh LSM sebagai 

panggilan masalah kebutuhan (necessdy) atau kemanusiaan karena berasal. 

berakar, dan tumbuh dari dan oleh masyarakal. Banyak studi kasus 

menunjukkan LSM lebih efektif daripacla birokrasi pemerintah, terutama dalam 

keadaan yang membutuhkan gerak cepat dan bantuan darurat (Lenkowsky, 1996 

: 87) 

Sedangkan, LPSM (Lernbaga Pengemballgan Swadaya Masyaralcat) 

merupakan kelompok sekuncter, yailu organisasi yang bergerak pacta tingkat di 

antara Icelompok primer (grassroots) dan badan-badan pemerintah. Para 

pendirinya biasanya adalah orang-orang lerdidik yang memiliki tujuan 

kemanusiaan untuk rneningkatkan taraf hidup mereka yang memerlulcan 

pertolongan atau rnereka yang rniskin. Organisasi ini biasanya terlibat dalarn 

kegiatan pembangunan yang seringkali belurn dilalcukan pemerintah atau 

pemerintah rnengalarni kesulitan unluk rnelalcukannya. Kelornpolc ini biasanya 



terorganisir secara baik dan bersifat Icbih formal daJipada kelompok primer 

(Siregar, 1988 : 29). LPSM seringkali terdiri dari tenaga profesional dan 

bekerjasama dengan LSM di lapangan. Peran LPSM dalam mendukung kegiatan 

LSM adalah dengan jalan : (1) mengindentifikasi kebutuhan lokaV setempat 

dengan tujuan dapa! memenuhi kebutuhan tersebut; (2) merumuskan kegiatan 

untuk mencapai sasaran-sasaran: (3) menyiapkan dana dan kondisi; serla (4) 

menobllisir sumber daya setempat atau dan tuar untuk kegiatan pembangunan 

setempat atau di pedesaan. Selain itll, juga melaksanakan dan mengelolah 

kegiatan-kegiatan penting lainnya (Sufllodiningrat, 1995). 

Daiam pada Itun Soetjipto Wirosaliono (dalam Peter Haqul, 1989 : 139) 

mengemukakan bahwa : 

"Lembaga Swadaya Masyamkat (LSM) sebagai organisasi masyarakat berkait 

atas motivasi dan swadaya yang tlerkait dari kesadaran solidarilas sosial. 

Kebutuhan LSM ini belakangan berkembang demikian rupa sehingga memiliki 

konotasi khas yang salah Si:Jtu bentuk wadah yang menyalurkan peran serla 

masyarakar 

Alas dasar motivasi tersebut Lembaga Swadaya Masyarakat berdasarkan 

fungsinya menurut Ismid Hadad (dalam Abdul Rasak, dkk, 1991 : 7) antara lain: 

1. Fungsi yang bersifat komplementer dalam Lembaga Swadaya Masyarakat 

dapat berfungsi rnelakukan kegiatan-kegiatan pembangunan masyarakat 

dalam bidang atau sektor daerah yang karena satu dan lainnya belum 

digarap pemerintah. 

2. Fungsi sllbsider atau sebagai peranan tambahan dalam arti atau menjadi 

pelaksana dalam program-program pembangunan pemerintah dan 

diwujlldkan kepada kelornpok-kelompok sasaran yang telah menjalin 

hubungan baik dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

3. Fungsi penghubunq atau perantara dari pemerintah ke masyarakat lapisan 

bawah atau sebaliknya dari rnasyarakat ke pemerintah. 

Fungsi-fungsi tersebut jika diimplementasikan dari kegiatan Lembaga 

Swadaya Masyarakat, maka tergarnbar dengan jelas bahwa wujud peran 

Lembaga Swadaya Masyarakat yang secara konstruktif dapat diupayakan 

sesuai dengan proporsinya. 
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III. METODE PENELITIAN 

3.1. Daerah Lokas; Penelitian 

Penelitian ini diadakan di Kabupaten Gowa, sebagai responden LSM 

(Lembaga Swadaya Masyarakat) LSM Syekh Yusuf. 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

3.2.1. Data Kuantitatif, data beJ1Jpa angka tentang model pelaporan keuangan. 

3.2.2. Data Kualitatif, data dalarn bentuk jenis kegiatan program yang telah 

dilaksanakan. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

3.3.1. Menyusun daftar pertanyaan. 

3.3.2. Wawancara kepada LSM dan pejabat instansi / dinas yang terkait. 

3.3.3. Masyarakat umum tentang keberarJaan LSM. 

3.4. Metode Analis.a Data 

Dan data yang dikurnpulkan dianalisa secara deskriptrr. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Singkat LSM Syekh Yllsuf 

Nama Syekh Yusuf c!iarnbil dari nama seorang pahlawan Nasional yang 

sekaligus penyiar Islam dan seorang shufi ularna besar yang terah rnembuat 

jaringan ulama Nusantara sampai ke Afrika Seratan. 

LSM ini didinkan pada tahun 1998 dengan AIde Notaris No. 90 tanggal 26 

Oktober 1998, Notaris Ny. Eny Haryanti, SH, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

1.815.704-801. Dengan keterangan tordanar izin operasi : 

a. Gubemur Kepala Daerah Tk. I Sulawesi Selatan Cq. Direktur Jenderal 

Sospol Sulsel No. 220/163-1, tanngal 17 Januari 2001. 

b. Kanwil Departemen Sosial Tk. I Sulsel No. 204180BS/4 SIOP/SSI 

1999, tanggal 22 Januari 1999. 

c. Pemerintah Kabupalen Gowa Cq. Kantor Sosial Politik No. 

220/36Jl11/2oo1, langgal 14 Maret 2001 
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d. Pemerintah Kabupaten Gowa Surat Izin Tempat Usaha (SITU) No. 

503/2721SITUfIII/2000, tanggal 23 Maret 2000. 

e. Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI Cq. Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gowa No. 061120-

2211/1999, tanggal28 Januari 1999. 

LSM 1 Yayasan Syekh Yusuf sebagai lembaga sosial berpihak kepada 

rakyat sesuai dengan perjuangan Syekh yusuf melawan 8elanda dan 

mempertahankan hak asasi manusia, beliau menunlul i1mu agama ber1<eliling 

dunia lanpa bea siswa sampai ia mencapai gelar lertinggi "Tajjul Khalawyah

pemegang mahkola tarekal Khalwatiatl. Olehnya ilu Visi dan Misi LSM Syekh 

Yusuf dapa! dikemukakan sebagai berikut : 

Visi Mewujudkan terciplanya kehidupan manusia yang lebih baik 

melalui program bina manusia, bina usaha dan bina Iingkungan 

sehingga manusia dapa! memahami dan menghayati apa arti 

hidup dalam menemul<an dirinya selaku hamba Allah. 

Misi : 1. Meningkalkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, 

penyuluhan yang berhubungan denagn dunia usaha. 

2. Mitra pengawasan linokungan hidup pemukiman I perumahan 

kumuh desa nelayan dan penyediaan air bersih. 

3. Konsultan manajemen dan pendampingan masyarakat guna 

menjembatani UKM dengan lembaga keuangan. 

4. Memberi perlindungan I peduli anak yatim dan fakir miskin (non 

panti) serta penanggulangan HIV/AIDS dan Narkoba. 

5. Menjalin kerjasama clennan pemerintah, swasta nasional dan 

swasta asing untuk pemberdayaan masyarakat. 

Untuk merealisasikan Visi dan Mis; tersebut di atas, malca jenis program 

yang telah dilaksanakan sebagai berikut : 

A. Bina Usaha 

1. Membimbing pengrajin dengan rnenggunakan peralatan tradisional untuk 

berproduksi. 

2. Mengerjakan pembukuan yang layak unluk usaha kecil dan menengah. 

3. Memberikan bantuan modal kmja sponlanitas melalui dana banluan 

perusahaan negara (Pertam:na dan Semen TOllasa) 



B. Pendampingan Masyarakat I Gina Lingkungan 

1. Supervisi Monitoring dan Evalu3si pembangunan perbaikan kawasan kumuh 

dan desa nelayan di Makassar Kelurahan Pannampu, Kelumhan 

Rappokaliing, Kelurallan Bulowa Kecamatan Talio kerjasama dengan Dinas 

Prasarana Wilayah Sulawesi Selatan. 

2. Community Base Development (CBD-KIP) Tribina Program 18RD Loan di 

Kelurahan Pallantikang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi 

Selatan. 

3. Penyaluran Kredit Usaha Tani (}(UT) di Desa Garing, Malakaji, Kecamatan 

Tompobulu i Desa Julu Pa'mai Kecamatan Paliangga dan Kelurahan 

Paccinongan Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. 

4. Pendampingan pada proyek Revegetasi Tanah DAS Waduk 8i1i-Bili 

Kabupaten Gowa i<erjasama <lengan Dinas Kehutanan Pertanian. 

5. Proyek Innovasi Manajernen Per\wtaan Optirnalisasi Informasi Promosi 

Budaya-Pariwisata Kabupaten GOW3. 

6. Proyek Sanitasi Pengadaan ,jarnban Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gowa di Desa Malakaji. 

7. Program Pengentasan Kemiskinan dan Pengurangan Dampak 8encana 

Alam. 

C. Bidang Pemerintahan 

1. Anggota Tim Tehnis Pengalihan Assets Ex. Pabrik Kertas Gowa. 

2. Sekretaris Dewan Pertimbannan Zaka! Tk. II Gowa. 

3. Komisi Penyuluhan Kehu!anan - Pertanian Kabupaten Gowa. 

4. Tim Koordinasi dan Tim Kelompok Kerja Penanggulangan dan Pencegahan 

Narkoba I NAPSA Kabupaten Gowa. 

5. Tim Ases Kemiskinan Partisipatif Kerjasarna dengan Bappeda Kabupaten 

Gowa. 

D. Bidang Pelatihan 

1. Manajemen Koperasi bagi Koptan di Kelurahan Umbung Kabupaten Gowa 

2. Penguatan Pemasaran Industri Keeil se Kabupaten Gowa Swadaya LSM. 

3. Organisasi dan Manajernen KUB (I(eiompok Usaha Bersama) di Kabupaten 

Takalar. 



4. Manajemen Keuang<lfl dan f"emasaran bagi Pengrajin Emas dan Perak 

Kabupaten Gowa. 

5. Kemasan minuman markisa di Kelurahan Malino Kabupaten Gowa. 

4.2. Kontribusi LSM Syei<h Yusuf Oalam Pembangunan 

LSM Syekh Yusuf sebagai lernbaga sosial yang diben(uk dcngun kegiu(an 

opemsionalnya atau usBl1a-usa!la Y;:lI1g dilnksnnukannya adalah : Manajemen 

Peningkatan Sumber Oaya Manllsia. Sumber Oaya Alam atau Ungkungan Hidup 

Perumahan dan Permukiman Kumull. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. 

Pembinaan Usaha Keeil dan Menengah. Pelatihan dan Penelitian, Pengabdian 

pad a Masyarakat serta menjalin kerjasama kemitraan pemerintah dalam 

penanganan masalah sosial kelTlasyarakatan juga menjalin keljasama dengan 

Bank Dunia dalam program Community Base Development Approach (CBD). 

Maka untuk mengetahui jenis kegaitan dan pendanaan atau jumlah anggaran 

yang telah direalisasikannya dapat dilihat pada Tabel 1. 

Pad a Tabel 1 menggambarkan dana-dana tersebut telah dianggarkan dan 

digunakan sesuai peruntukannya. sasaran yang ingin dicapai pada setiap 

program yang dibelikan atau diperoleh baik dari pemerintah maupun dali pihak 

penyandang dana lainnya seperti Bank Ounia melalui Bappenas Pusat Jakarta. 

Dari jurnlah anggaran yang diperoleh LSM Syekh Yusuf, maka anggaran 

yang paling besar jumlahnya adalafl KUT sebesar Rp. 868.633.000,- diantaranya 

Rp. 352.000.000,- dalam bentuk pupuk selebihnya uang tunai dan kesemuanya 

dibelikan kepada kelompok tani sebagai pengusul KUT sedangkan anggaran 

yang paling kecil jumlahnya adalah anggaran pendampingan perbaikan 

lingkungan hidup sebesar Rp. 75.000.000,- di terima bersih oleh pengurus dan 

tidak perlu dibuatkan laporan pertanggungjawaban keuangan cukup memberikan 

laporan volume pekerjaan yang telah dikerjakan oleh para kontraktor, bila tidak 

ditandatangani oleh LSM maka kontraktor tersebut \idak dapat dibayar oleh 

. Dinas Prasarana Wilayah, yang perlu dilihat atau diketahui sampai sejauh mana 

volume pekeljaan yang telah diselesaikan jU\la berapa jumlah masyarakat yang 

terlibat dalam proyek tersebut baik sebagai tenaga kerja maupun jumlah material, 

misalnya semen, pasir, batu bala dan paving blok yang dijual oleh pedagang 

yang ada di lokasi proyek. 



4.3. Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan 

LSM sebagai lembaga so sial tidak mempunyai laporan keuangan 

sebagaimana yang dikenal pada perusahaan-perusahaan yaitu dalam bentuk 

Neraca, Laporan Rugi-Laba, posisi Modal dan Laba yang ditahan sehingga 

dalam pembebanan pajak I_SM selalu nihil. LSM hanya membuat lapomn 

keuangan sebagai partanggungjawaban tcrhadap pemberi dana yang bentuknya 

sesuai keinginan pemberi dana yang telah ditentukan bentuk dan susunannya. 

Sedangkan dana pendampingan tidal< memerlukan laporan pertanggung 

jawaban sebagaimana layaknya. 

Untuk kepentingan ini akan diuraikan bentuk dan susunan laporan 

pertanggung jawaban LSM Syekh Yusuf pada pemberi dana sebagai berikut : 

1. Community Base Development (CBD) Program 

Pad a program CBD LSM bertugas : 

1) Membentuk BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat), BKM ini yang 

membuat laporan posisi keuangan Bappeda Tk. i Sul-Sel. 

2) Mengadakan pelatihan koperasi, keraJinan langan. 

3) Menyediakan tenaga Fasilitator l~elurahan (FASKEL). 

Adapun bentuk dan sllsunan laporan II euangannya dapat dilihat pad a Tabel 2 

Laporan Keuangan BKM Pallantikang, Tabel 3 Nota Posisi Keuangan, Tabel 

4 Buku Kas Harian. Adapun keti[Ja tabel tersebut dapat dilihat halaman 

berikut. 

.... : ", 
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Tabel 3 
Nota posisi keuangan 

Bulan: APRIL 2001 

Tanggal Uraian 
Pemasukall Pengeluaran Saldo 

(Rp.' 
(1 ) JL=~~==~ ==W '--
1 Saldo -
2 Terima tambahan dana 15.069400,-
3 Telah digunakan -

4 Saldo sampai dengan sa at -
ini 

Jumlah 15.069.400, -

Tangg31, 28 April 2001 
Mengetahui : 

H. Inee Husain 09. Rani 
Ketua BKM 

Bulan' APRIL 2001 

Tanggal No.Bukii 

(1 ) (2) 

~.Y'<! __ Il1S ~I din N.;] wa wi, S E; 
Faskel 

Uraian 

(3) 

Taber 4 
Bllkll kas harian 

PernaS\lKan 

(Re·) --f--
(~l.,. 

.-~= F='" 

2 - Terima Tambahan 15069.400,-

Dana 

Jumlah 15.069.400,-

,. 

Tanggal, 28 April 2001 

Mengetahui : 

H. Inee Husain D9. Rani 
Ke!ua BKM 

~.m~,uddin Nawawi, SE 
Faskel 

2. Program I(redit Usalla Tani (KUT) 

(Rp., (Rp.) 
(4) 

-
-
-

-

(5) -
277.898,-

-
-

15.069.400,-

15347.298,-

Dibual eleh, 
Bendahara BKM 

H. Mallawangan Tawang 
Bendahara 

Pengeluaran Saldo 
(Rp.) (Rp.) 

(5) (6) 

- 15.069.400.-

- 15.069.400.-

Dibuat oleh, 
Bendahara BKM 

H. Mallawangan Tawang 
Bendahara 

KUT merupakan kredit lunak yang dikeluarkan oleh Departemen 

Koperasi RI dimana peruntukannya untuk para petani yang pada akllimya 

merupakan masalah nasional sellab penyalurannya dari LSM ke kelornpok 

.~~~~~~~=---~~~====~~== 

%piJi.: )1 Jl Ullul1Isi .n <RJroam Orgauisasi :J{ on <Pn:ifit 12 



'" ", ,,"" ." 1 ..... ' i - ..... 1; ,. 
_,\,kUlli • .J1Si d;:IJl KcU;:U:.gail SckCQr PubJik j)Cn;JJ1W 

~~~~~~~:~~-~i111 
___ , rsrarr TS?F .. "'1lT'a6aya. 2S-26-...>lg:;;i. 20.07 

tani dan kelompok tani ke petani terdapat penyimpangan sehingga tidak 

kurang pengurus LSM di Indonesia harus berhadapan dengan hukum dan 

bahkan ada yang dipenjam 3 sampai 5 tahun. namun masih ada juga LSM 

yang jujur dalam menyalurkan kredit sesuai dengan visi dan misi didirikannya 

LSM terse but. 

Seliap LSM atau Yayasan yang ingin rnenyalurkan KVT. rnaka harus 

mendapat rekomendasi dari BKSLP5K (Badan Kerjasama Lembaga 

Swadaya Masyarakat Program Peningkatan Produksi Pangan dan 

Pendampingan Koperasi) di Jakarta. Sebagai persyaratan teknis untuk 

memperoleh rekornendasi BKSLP5K, maka harus dilampirkan : 

a. Alcte Notaris / Akte Pendirian 

b. Susunan Pengurus Aktif 

c. Anggaran Rumah Tan;lQa 

d. Surat Keterangan Terdanar pada Direktorat Sospol Tk. I 

e. Biodata Ketua dan Sckretaris 

f. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga 

g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

h. Surat lzin Tempat Usaha (SITU) 

Setelah LSM memperoleh rekomendasi dari BKSLP5K. maka LSM 

harus men data petani rnelalui kelornpok tani yang didampingi oleh Penyuluh 

Pertanian Lapangan (PPL) kcrnudian rnenyusul RDKK (Rencana Defenitif 

Kebutuhan Kredit) setelah selesai RDKK diajukan ke Dinas Koperasi dan 

UKM untuk memperoleh pengantar pencairan dana di Bank yang telal1 

ditunjuk dalam hal ini Bank BRI, Bank Llukopin dan BNI serta Bank Danamon. 

Uang KUT tersebut diterima lan(lsung oleh Pengurus LSM kemudian 

disalurkannya ke Kelua Kelompok Tani dari KeJornpok Tani ke pelani yang 

bersangkutan. 

Unluk lebih jelasnya clapClt dilihal pad a Tabel 5 berikul dapal dilihat 

Rekapitulasi ROKK (Rencana Defenitif Kebutuhan Kredi!) yang telah 

dikeluarkan aleh LSM Syekh Yusuf Kabupaten Gowa guna pemberdayaan 

petani, khususnya peningkatan produksi. Seda~gkan pada Tabel 6 adalah 

Daflar Penerimaan Kredit KUT KeJompok Tani 8atlu Rikatte Kelurahan 

Paccinongan Kecamatan Somba Opu. Selanjutnya pad a Tabel 7 adalah 

Dafiar Perkembangan Penyaluran KUT Musim Tanam 2000 yaitu pada 

>, 



Kelompok Tani Battu Rikatte dan i<elompok Tani Watu-Watu Desa Julu 

Pa'mai Kabupaten Gowa. 

Tabel6 
LSM "SYEKH YUSUF" Sulawesi Selatan 

Daftar Penerimaan Kredit Usaha Tani (KUT) 

Tahun Penyediaan (TP): 2000 
Kelompok Tani Sattu Rikatte 1 
Des a Paccinongang 
Kecamatan : Samba Opu 

No. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 

Nama Petani 

AGUS DG. GASSING 
OG.MASSE 
OG. KULLE 
OG. MONE 
DG. TULA 
DG. RUMPA 
DG. NOJENG 
OG.MANYE 
OG. LAWANG 
OG. BETA 
DG. NAMBUNG 

JUMLAH 

3. Program Lainnya 

Jumlah 
Penerimaan 

(Rp.) 

1.538.250 
1.435.700 
1.640.800 

820.400 
1.125.050 

820.400 
1.640.800 
7.17.850 

1.025.500 
615.300 

1.128.050 

Tanggal T anda T angan! 
Penerimaan Cap Jempol 

14-1-2000 
14-1-2000 
14-1-2000 
14-1-2000 
14-1-2000 
14-1-2000 
14-1-2000 
14-1-2000 
14-1-2000 
14·1-2000 
14-1-2000 

-
Tanggal, 14 Januari 2000 
Pengurus Kelompok Tani, 

( AGUS DG. NGAWING ) 

Untuk program pendamping,,)ll perbaikan lingkungan dan program 

pendampingan pemasan[)an pipa I ball penarnpungan air bersih tidak perlu 

dibuatkan !aporan keuangan sebab merupakan pemberian pemerintah 

kepada LSM pendamping. 

Respoo pemerintah dan masyarakat terhadap keberadaan LSM dalam 

memberikan tanggapan baik tan[)gapan yang positif maupun dengan 
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pelaksanaan program pembangunan yang beronentasi pada budaya dapat 

dikategorikan sedang sebab terkadang pemenntah memusuhi lSM bila 

dikoreksi tetapi suatu keUka menjadi mitra pemerintah utamanya dalam 

sosialisasi program terkadang pemerintah memohon kepada lSM untuk 

direkomendasikan program utarnanya dana hibah seperti pelestanan budaya 

dan temp at-temp at yang dikeramatkan dengan ulah program wisata budaya 

leluhur. 

Begitu pula masyarakat 18nggapannya positif bila mendapat bantuan 

dan LSM tetapi akan berubah negati! hila tidak kebagian dana KUT dengan 

berbagai tudingan jUlia tanogapan yang serupa antar LSM yang tidak 

memperoleh proyek dmi pemerintDh merasa dianaktirikan sehingga timbullah 

istilah LSM plat merah. 

Tanggapan positif m[llJpun ne(Jatif bagi LSM Syekh Yusuf adalah 

dinamika kehidupan dan itulah arti hid up yang sebenamya. 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini dapat disirnpulkan bahwa : 

1. LSM atau Yayasan belurn rnernpunyai Laporan Keuangan yang layak 

sebagaimana pada Sad an Usaha yang berbadan hukum sehingga 

menyulitkan untuk perhitungan pajDk yang dikenakan, padahal memiliki 

NPWP. 

2. Laporan Pertanggungjawaban LSM bergantung pad a keinginan pember; 

kerja atau pemberi dana sellingga ulltuic mengaudit Laporan Keuangannya 

sulit sekalipun telah diadakan asistensi. 

3. Pemerintah dan masyarakat mempunyai tanggapan positif dan negalif 

tentang keberadaan LSM di masyaral<al. 

5.2. Saran 

Untuk pengembangan LSM dan Icrnbaga-lerntJaga sosial lainnya yang ada 

di masyarakat, kami sarankarl : 
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1. Pemerintah sebagai mitra kerja U;M kiranya dapal membenluk Tim 

Penyusun Laporan Kcuangun bagi L.SM untuk memudahkan pertlilullgan 

pajak. 

2. Pemeriksaan Laporan Keuangan LSM bukan hanya dari pemberi dana tetapi 

juga diharapkan dari pihak Akuntan Publik maupun pihak tenaga akademisi 

sebagai pihak yang mengetahui proseclur pencatatan akuntansi. 

3. Dalam rangka Good Govemance, maka LSM atau yayasan diharapkan 

transparans; dalam menyajikan laporan keuangannya sebaga; lembaga 

sosial yang selalu menuntut transparan!>i, akuntabilitas, partisipalif dalam 

pemerintal1an yang baik, sebab LSM didirikan untuk memberdayakan 

masyarakat. 
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Tabel1 
Janis Program, Jumlah Anggaran, Sumber Dana, Jenls Bantuan, Jenls Keglatan dan Lokasl Kegiatan 

LSM Syekh Yusuf Sui-Sal 

Jenis Program 
Jumlah 

Sumber Dana 
Janis 

Janis Kegiatan Lokasi Kegiatan 
Anggaren (RJl_1 Bentuen 

(3) (4) (5) (6) (7j (6) 

Pendampingan Perbaikan 75.000.000 APBN malelui Hibah Pendampingan Oesa lanna, 
Lingkungan Kumuh Pembagro Proyek DAM Oesa Manuju 

Bili-Bili Provinsi Sui-Sal (Kec. Parangloe) 

Kredit Usaha Tani (KUT) 868.633.000 Bank Dunia melalui Pinjaman Bantuan bibit Oesa Garing, Malakaji 
Departemen Koperasi lunak dan saprodi Barukeke 
RI (BKSLP5K) I (Loan) 

I 
(Kec. Tompobulu) 

I I 

Community Based Development 378.000.000 I Bank Ounia, APBN dan I Tribina program Kel. Pallantikang 
(CBD) Tahap I : I AP80 Provinsi Sul-Sel Hibah Kee. Samba Oou 

dan APBD Kab. Gowa. I I Kab. Gowa ' 

Community Based Development 252,000,000 Bank Ounia, APBN dan Tribina program Kel. Bonto-Bontoa 
(CBO) Tahap II AP BO Provinsi Sul-Sel Hibah BatangkalLiku, 

dan APBD Kab. Gowa. Katangka 
(Kec. Samba Opu) 

Pelatihan I Pendampingan 172.000.000 APBO Kab. Gowa Bantuan 
Pemesangan Pipe I Bank melalui Dinas Hibah material Kel. Katangka, 
Penampungan Air Bersih Kimpraswil. Tompobalang 

(Kec. Somba Opu) 
Jumlah 1.746.283.000 

- -------- - - _._-

Sumber Data: LSM Syekh Yusuf Sul-Sel 
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Tabel 2 
LAPORAN KEUANGAN BKM PALLANTIKANG 

Kelurahan 
. '--- _._ .. 

Pallantlkang 
. - - -. -. 

Alokasl Dana 60 % Jumlah Penyerapan Penggunaan 
(Rp,) (Rp,) 

60.480,000 

, SALDO 

I 

I , 

I 

Menyetujui : 
Ketu8 BKM Pailantlkang 

H, Ince Husain 09, Rani 

36,282,350 

14,930.400 

I 

Uralan 
I. PELATIHAN 

81NA MANUSIA 
1, Pelatihan Pengelolsan Kredit Keell 
2, Pelatihan Disain Gerabah 
3, Pelatihan ManaJemen Keuangan 
4, Disain Anyaman Tikar 
5, Kader Kesehatan Masyarakat 
6, Manajemen Organisasi 
7, Adm, BKM 

II. Bn-JA EKONOMI 
1, PenQuliran Dana untuk 88 orana 

III FISIK LINGKUNGAN 
1, PemO, Mesjld Limbu~an 1 Unit 
2, Pemb, Posyandu 2 Unit 
3, Rehab, Mushallah Nurullman 
4, Rehab, Mesjid Sandi 
5, Rehab, Mes'id Pasulleng 2 
6, Jembatan Penyeberang 2 Unrt 
7, PemO, Bak Air 

Peilantlkang, Desember 2000 
Disusun oleh : 

8endahara BKM Pallantlkang 

H, Mallawangan Tawang 

'TapiR.: )tRJmta1Ui at rJqIgam Organis4ri J(tm ~fit 

Jumlah Dana Realisasi 
( Rp,) ( Rp) 
34,840,000 
4,930,600 4,930,600 
6,335,500 
5,321,900 
5,768,000 

I 4,982,000 
4,982,000 
2,520,000 1,241.700 

I 
33,200,000 

19600,000 

32.760,000 
10,252,000 5,126,000 
9,616,600 4,808,300 

504,000 252,000 
1,839,000 919,500 
1,839,000 919,500 
1,914.400 957,0{)0 
6,795,000 6,795,000 

100,800,000 45,549,600 

Mengetahul : 
Faskel Paliantlkang, 

Syamsuddln 

Keterangar 

-
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Tabel 7 
DAFTAR PERKEMBANGAN PENYALURAN KUT MT. 2000 

KUD I KOPERASII LSM: SYEKH YUSUF 
POSISI : TANGGAL 20 APRIL 2000 

Jumlah Aiama! I. Penyaluran Sisa yang belum !ersalur 
N NAMA . 9 teo Reallsasl Biaya 

o. KLP. TANI All go Desa Kecematan (Rp.) (Rp.) Garap s~prodl KT LSM Bank LsI! 
a (Rp.) \Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (RI 

I 1. I '''" R"''' " P,,,"OOO'" i;';~ob I 32405000,- 32405000,- - I 2WO."0,- - 7134.900,--

i 2. I Watu-Watu I 52 Julu Pa'mal Pa!langga \1 72.500.000,- 72.500.000.- I 42500.000.- - - 30000.000,-
I I ' 

I I I I 
i I I I I I I 
I I Jumiah 82 : 104905.000: 1049D5000:1 ___ ~_~~:7~~1~O'-_L _____ - ~~134900'-1 -

PENGURUS KUD/KOPERASI/LSM SYEKH YUSUF 

KETUA, SEKRETARIs/BENDAHARA. 

AMINULLAH IRIANTO 

'TOP£{: .Jtkyntartsi 4i lRJIgam Org<:::i.sasi Nan 'Profit 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 16 TAHUN 2001 
TENTANG 

YAYASAN 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa pendirian Yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam 
masyarakat, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang 
Yayasan; 

b. bahwa Yayasan di Indonesia telah berkembang pesat dengan berbagai kegiatan, maksud, 
dan tujuan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta 
untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar Yayasan berfungsi sesuai dengan 
maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada 
masyarakat, perlu membentuk Undang-undang tentang Yayasan. 

Mengingat: 

Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah 
dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945. 

Dengan Persetujuan: 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: 

UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 

t ..: '_-r' " 
--------"-

1. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan 
diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan 
kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota. 

2. Pengadilan adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan 
Yayasan. 

3. Kejaksaan adalah Kejaksaan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan 
Yayasan. 

4. Akuntan Publik adalah akuntan yang memiliki izin untuk menjalankan pekerjaan sebagai 
akuntan publik. 

5. Hari adalah hari kerja. 

6. Menteri adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 



Pasal2 
Yayasan mempunyai organ yang terdiri atas Pembina, Pengurus, dan Pengawas. 

Pasal3 
(1) Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan 

tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan 
usaha. 

(2) Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan 
Pengawas. 

Pasal4 
Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang 
ditentukan dalam Anggaran Dasar. 

Pasal5 
Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan 
berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak 
langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai 
kepentingan terhadap Yayasan. 

Pasal 6 
Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam 
rangka menjalankan tugas Yayasan. 

Pasal7 
(1) Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan 

tujuan Yayasan. 

(2) Yayasan dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat 
prospektif dengan ketentuan seluruh penyertaan tersebut paling banyak 25 % (dua puluh 
lima persen) dari seluruh nilai kekayaan Yayasan. 

(3) Anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dilarang merangkap sebagai Anggota 
Direksi atau Pengurus dan Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas dari badan usaha 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2). 

Pasal8 
Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai 
dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, 
kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BAB" 
PENDIRIAN 

Pasal9 
(1) Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan 

pendirinya, sebagai kekayaan awal. 

(2) Pend irian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan akta notaris 
dan dibuat dalam bahasa Indonesia. 

(3) Yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat. 



Menimbang: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 28 TAHUN 2004 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS 

UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2001 
TENTANGYAYASAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MARA ESA . 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mulai berlaku pada tanggal 6 Agustus 
2002, namun Undang-undang tersebut dalam perkembangannya bel/JIll menampung seluruh kebutuhan 
dan perkembangan hulrum dalam masyarakat, serta terdapat beberapa substansi yang dapat 
menimbulkan berbagai penafSiran, maka perlu dilakukan perubaban terhadap Undang-undang tersebut; 

b. bahwa perubahan tersebut dimaksudkan untuk lebib menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta 
memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai Yayasan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk 
Undang-undang tentang perubahan Alas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan; 

Mengingat: 
I. Pasal 5 ayat (I) dan Pasal 20 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
2. Undang-undang Nomar 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik .Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomar 4132); 

Menetapkan: 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN : 

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 
2001 TENTANG YAYASAN. 

Pasal I 
Beberapa ketentuan, penjelasan umum; dan penjelasan pasal dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 
tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4132), diubah sebagai berikut : 

I. Ketentuan Pasal 3 substansi tetap dan penjelasannya diubah sehingga rumusan penjelasan Pasal 3 
adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal Demi Pasal Angka I Undang-undang ini. 

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

"Pasal 5 
(I) Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan 

berdasarkan Undang-undang ini, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak 
langsung, baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai 
dengan uang kepada Pembina, pengurus dan Pengawas. 

(2) Pengecualian alas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), dapat ditentukan dalarn 
Anggaran Dasar Yayasan bahwa Pengurus menerima gaj i, upah, atau honorarium, dalam hal 
pengurus Yayasan : 
a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas; dan 
b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. 

(3) Penentuan mengenai gaji, upab, atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan 
oleh Pembina sesuai dengan kemampuan kekayaan Yayasan." 

3. Ketentuan Pasal II diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

"Pasal II 
(I) Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud 

dalarn Pasal 9 ayat (2), memperoleh pengesaban dari Menteri. 
(2) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendiri atau kuasanya 

mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Notaris yang membuat akta pendirian Yayasan 



Publik. 
(4) Hasil audit terhadap lapomn keuangan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat 0), 

disampaikan kepada Pembina Yayasan yang bersangkutan dan tcmbusannya kepada Menteri dan 
instansi terkait. 

(5) Laporan keuangan disu,un sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang herlaku." 

17. Ketentuan Pasal 58 diu bah, sehillgga berbunyi sebagai berikut . 

"Pasal 58 
(1) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggahungkan diri dan yang akan mencrima 

penggabungan menyusun lISU\ rcncana pcnggabungan. 
(2) Usul rencana penggabungan scbagaimana dirnaksud pada ayat (I), dituangkan dalam rancangan 

akta penggabungan oleh Pen gurus dari Yayasan yang akan menggabungkan did dan yang akan 
menerima pcnggahungan. 

(3) Rancangan akta pcnggabungan harus mendapat pcrsctujllan dari Pembina masing-masing 
Yayasan. 

(4) Rancangan akta pcnggabungan scbagaimana dimaksud pad a ayat (3), ditllangkan dalam akta 
penggabungan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahnsa Indonesia." 

18. Ketentuan Pasal60 diu bah, sehingga berbunyi sebagai bcrikut : 

"Pas,,160 
(1) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan pcrubahan Anggaran Dasar yang memcrlukan 

persetujuan Mentcri, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada 
Menteri untuk rnernperoleh persctujuan dcngan dilampiri akta penggabungan. 

(2) Persetujuan sebaga:imana dimaksud pada ayat (I), diberikan dalam jangka waktu paling lambat 60 
(enam plIluh) hari tcrhitung scjak tanggal pcrmohonan diterima. 

(3) Dalam hal perrnohonan ditolak, maka penolakan tcrscbut harus diberitahllkan kcpada pCIllohon 
seeara tertulis disertai alasannya dalam jangka waktu scbagaimana dimakslld pada ayat (2). 

(4) Dalarn hal persetlljllan atau penolakan tidak diherikan dalam jangka waktll sebagaimana dimakslld 
pada ayat (2), maka pcruhahaan Anggaran Dasar dianggap disetujui dan Menter! wajib 
mengeluarkan keputllsan pcrsclujuan." 

19. Ketentuan Pa'iaI68 diubah, schingga berbllnyi scbagai berikut 

"Pasal 68 
(1) Kckayaan sisa hasil likllida'ii diserahkan kcpada Yayasan lain yang rncmpunyai kcsalllaan 

kegiatan dengan Yayasan yang bubar. 
(2) Kckayaan sisa hasillikuidasi :;chagaimana dimaksud pad a ayat (I), dapat dis~r;}hkan kepada hadan 

hukum lain yang Illcmpunyai kcsamaan kcgiatan dengan Yayas;\ll yang bubar, apabila halkrschul 
diatur dalam Undang-undang rncngcnai hadan hukum tcrschut 

(3) Dalam hal kekayaan si:,(l hasil likuidasi tidak discrahkan kcpada Yayasan lain atau kcpada badan 
hukum lain scbagaimana dimaksud pad a ayat (I) dan ayat (2), kcka~laall tcrscbut discrahkan 
kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dcngan kcgiatan Yayastln yang bubar." 

20. Kctcntuan Pasal7! diubah, scllin~gh bcrbunyi scbagai bcrikut· 

"Pasal 71 
(1) Pada saat Undang-undang ini Inulai bcrlaku, Yayasan yang 

a. telah didaftarkan di Pengadilan Ncgcri dan diuJ11umkan dalalll Tambahan Bcrita Ncgara 
Rcpuhlik Indonesia; alau 

h. tclah didaftarkan di Pcngadilan Ncgcri dan mcmpunyai izin mclakukan kegiatan dari instansi 
tcrkait; 

tetap diakui sebagai hadall huklllll dcngan ketcntuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) 
tahun terhitung scjak tanggal Undang-undang ini mulai bcrlaku, Yayasan tcrscbut w<~jib 
rnenyesllaikan Anggaran Dasarnya dengan kctentuan Undang-undang ini. 

(2) Yayasan yang tclah didirikan dan tidak Illclllcnuhi ketcntllan scbagaimana dilllaksud rada ayat (I), 
dapat mempcroleh status badan hukum dcngan cam menyesuaikan Anggaran [)asarnya den gall 
kelentuan Undang-IIndang ini, dan mcngajllkan pcrmohonan kcpada Mcntcri dalam jangka waklll 
paling lambat I (satu) tahun tcrhilung scjak tanggal Undang-unJang ini mulai bcrlaku 

(3) Yayasan sebagaimtlna dimaksllc pada ayat (I), wajib dibcrit:'lhukan !i.cpada Nkntcri paling lalllbat 
1 (satu) tahun setelah pclaksanaan pcnycsuaian. 

(4) Yayasan yang tidak Illcnycsuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktll scbagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) dan Yayasan scbagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapal 
menggunakan kata 'Yayasan" di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putllsan 
Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pillak yang bcrkepentingan." 



STUD! TENTANG MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN PADA 
GEREJA KRISTEN JAWI WETAN JEMAAT SURABAYA 

WuJan Panca Sakti 
UPNV Ja/im 

Absirak 

Gereja Kristen Jawi Wetan Surabaya ada/ah suatu gereja yang sangat 
berkembang, gereja ini te!ah bemasi! mengembangkan pe/ayanan kepada masyarakat 
dengan berbagai bentuk pelayanan, seperti mendirikan seko/ah, membantu jemaat 
yang kurang mampu me/a lui pundi-pundi kasih, koperasi, pengobatan gratis dan Jain 
sebagainya. Tujuan dari peneJiVan ini adaJah sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui manajemen pengeio/aan keuangan da/am gereja, mefiputi 

pemasukan dan penge/uaran de/am gereja. 
2. Untuk mengetahui penerapan sis!()m akuntansi yang digunakan da/am gereja. 
3. Untuk mengetahui efeklivitas penge/o/aan keuangan da/am gereja. 

PeneJilian ini meropakan peneiitian kuaJitatif. Pendekatan yang cJjgunakan 
da/am peneJjfjan ini ada/ah pendekan altemative. Sedangal<an variasi pendekatan 
yang digunakan ada/ah pendekatan interpretn. Jenis data yang digunakan da/am 
peneJilian ini adaiah data primer dan data sekunder. Data primer yang befSumber dari 
hasiJ wawancara kepada gembaJa sidang / pemimpin gereja dan bendahara. 
Sedangkan data sekunder befSumber daTi hasi/ wawancara kepada penguros dan 
karyawan gereja. Jum/ah responden ditetapkan dengan menggunakan teknik snow
ball, yaitv penggaJian data me/alui wawancara-mcnda/am dari satu responden ke 
responden lainnya dan seterosnya sampai peneliti tidak menemukan informasi ban) 
lagi, jenuh, informasi "tidak berkuaJitas" Jagi. Aktivitas dalam anaJisi data, yaitu : data 
reduction, data display dan Conclusion Drawing. 

8erdasarkan hasil peneliatian ini disimpulkan bahwa GKJW te/ah bemasil 
dalam menge/ola manajemen keuangan dalam gereja. Mereka telah berhasi/ membuat 
suatu pelaporan keuangan yang sangat je/as dan transparan, sehingga laporan 
keuangan GKJW dapat menjadi ukuran atas kebemasifan sefjap program yang te/ah 
mereka rencanakan da/am satu tahun. Selain jtu dengan adanya pelaporan keuangan 
yang jelas dan transparan, n:aka pengunJs geroja dapat dengan mudah membuaf 
suatu perlanggungjawaban kepada jemaat geroja. Dengan adanya 
perlanggungjawaban yang jeJas maka kepercayaan jemaat kepada gereja semakin 
meningkat, sehingga mereka tidak ragu-ragu untuk memberikan sumbangan kepada 
gereja. Dengan adanya ira!nsparansi /aporan keuangan maka kesalah pahaman atau 
kecurigan-kecurigaan da/am geroja dapat dihindari, dengan demikian perpecahan 
dalam gereja dapat dihindaTi, karena untuk selamanya gereja haros tetap berosaha 
menjaga kevtuhan da/am gereja, dengan kata lain kesatuan tubuh Kristus haros dapat 
diwujudkan daJam gereja, Dengan adanya kesatuan iubuh kristus di da/am gereja 
maka gereja dapat teros meningkatkan pe/ayanannya untuk kemulian nama Tuhan. 



I. PENOAHULUAN 

Latar 8eJakang 

Da/am pene/ilian ini akan membahas tenlanq organisasi non laba yanQ iarang 

sekaJi dibahaa ak~nt6bilitB8nyQ. yaitu organi&asl yang bertlpe chlfllity. Salah satu 

bentuk organlsasl non laba dengan Upe Charity Inl adalah gareja. Menurut Mahsun 

(2006:224) geraja dapat dikategorikan sebagal organisasi nirlaba karena memperoleh 

sumber daya yang dibuluhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya dari 

sumbangan para anggota (umat) dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan 

imbalan apapun dart gereja tersebut. Jika diJihat dari sudut badan hukumnya, gereja 

merupakan yayasan gerajawi karena didirikan berdasarkan Sural Pendinan Gereja. 

Pemasukan dana terbesar dalam gereja adalah dari.sumbangan donatur yailu 

jemaat gereja. Sekitar tahun 1860-an, jumlah penganut Kristen Protes1an di Indonesia 

adalah sekitar 100.000-120.000 orang (YMW.sejarahalkjtabindonesia.com). Menurut 

data BPS ( Badan Pusat Statistik ) Jawa Timur jumlah penganut Kristen Protestan di 

Jawa Timur dan Surabaya setiap tahunnya terus bertambah. Pada tahun 2001 jumlah 

penganut Kristen Protestan di Jawa Timur 564.603 orang dan pada tahun 2003 

mengaJami pertambahan menjadi 575.182. Sedangkan jumlah penganut Kristen di 

Surabaya setiap tahunnya juga terus bertambah. pada tBhUfl 2003 bcijumlah 240.600 

orang. tahun 2004 berjumla,h 254.845. tahun 2005 berjumlah 272.500 (data Badan 

Pusat Statistik Jawa Timur). Data - data tersebut membuktikan meningkatnya jumlah 

donatur dalam geraja khususnya gereja-gereja di Jawa Timur dan Surabaya. dengan 

demikian diperlukan pertanggung jawaban yang baik atas laporan keuangan dalam 

gereja. Dengan laporan keuangan yang baik geraja dapat mempertanggungjawabkan 

atas setiap dana-dana yang diterima kepada donatur gereja yaitu jemaat gereja. 

Dengan demikian. ke!ebukaan akan laporan keuangan gereja sangatJah 

penting. sehingga pertanggung jawaban atas keuangan menjadi jelas, dan dapat 

meningkatkan kepercayaan donatur dan uma! yang telah memberikan amalnya kepada 

geraja untuk mengelola dana tersebut. 

Organisasi non laba terus didesak unluk senan!iasa menyiapkan rancana

rencana serta program dan pengangarannya. Tuntutan akan akuntabilitas memadai, 

unluk organisasi non laba khususnya gereja bukanlah hal yang mudah, sering kali 

bendahara geraja ada!ah seseorang yang punya penga!aman dalam bidang akuntansi 

bisnis, tapi tidak memiliki pelatihan I ketrampilan khusus dalam akuntansi gereja. 

Pen gurus geraja mengharapkan bendallara atau sekretarts keuangan gereja untuk 
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menagani keuangan secara la18k, meskipun mereka mungkin memiliki sedikit 

pengetahuan dalam akuntansi (www.accountingforchurches.com). Oalam penelitian 

ini, peneliliti akan belajar ban18k pad a objek studi yaitu GereJa Kristen Jawi Wetan 

(GKJW) Suraba18. Dengan pendekan interpretff peneliti ingin mendapa1Kan suatu 

gambaran mengenai manajemen pengelolaan keuangan pada Gereja Kristen Jawi 

Wetan (GKJW) Surabaya. 

Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang terjadi di dalam organisasi non profit 

yang telah diuraikan pada sub bab diatas, maka berikut ini dibuat suatu perumusan 

masalah yang dapat dituangkan dalam sebuah main research question, yaitu ; 

• Bagaimana manajemen pengelolaan keuangan gereja • 

permasalahan tersebut dap<lt diselesaikan dengan menjawab beberapa 

pertanyaan mini ret.eardl Question berikut ; 

1. Bagaimana manajemen keuangan gereja ? 

2. Bagaimana sistem akuntansi dalam gereja ? 

3. Bagaimana efelctifrtas pengelolaan keuangan dalam gereja ? 

4. Bagaimana bentuk usulan I rekomendasi dalam upaya meningkatkan akuntabilitas 

dalam gereja ? 

Tujuan Penelitian 

Setelah melakukan kajian masalah organisasi non profrt, yang selanjutnya 

dilakukan rumusan atas permasalahan yang telah terjadi. berikut ini akan clibuat suatu 

tujuan dan penelitian benkut ini antara laim adalah sebagai berikut ; 

1. Untuk mengetahui menajemen pengelolaan keuangan dalam gereja, meliputi 

pemasukan dan pengeluaran keuangan dalam gereja. 

2. Untuk mengetahui penerapan sis1em akunlansi yang digunakan dalam gereja. 

3 .. Untuk mengetahui efelctifitas pengelolaan keuangan dalam gereja. 

Manfaat Penelitian 

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini. baik bagi penulis 

sendiri maupun pihak-pihak lain yang berkepentingan, yaitu : 

1. Mengetahui secara pasti sumber pendanaan gereja dan bagaimana pengoperasian 

dana dalam gereja. 
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2. Mengetahui penerapan airuntansi dalsm gereJa. 

3. Memberikan pertimbangan dan masukan bag! gereja tantang.· manajemen 

pengelolaan keuangan gereja. 

4. Memberi~an gambaran pada gereja tentang dampak yang mung kin te!jadi jika 

terdapat kelemahan dalam manajemen pengelolaan keuangan gereja. 

5. Menujukan kepada jemaat gereja bahwa terdapat manajemen pengelolaan 

keuangan gereja. 

6. Memberikan pE~mahaman yang lebih mendalam pad a penulis tentang akuntansi 

dalam gereja. 

Ruang Lingkup dan Pembahasan 

Pembahasan akan dilakukan dengan menilikberatkan pada aktivilas 

penerimaan dan pengeluaran kas gereja, yang merupakan aktifitas terbesar dan 

terpenling daJam oryanisasi non Jaba. Pembahasan lersebut berupa pemahaman 

mengenai sumber pendanaan dan pengoperaslannya, cara pencatatan akuntansi 

keuangan gereja dan efektifrtas pengelolaan keuangan dalam gereja. 

II. T1NJAUAN I)U5AKA 

2.1. Manajemen Keuangan 

MenurutYuwono,dkk (2005:2) definisi yang paling sedehana dari istilah 

manajemen adalah proses penganmbilan keputusan. Stoner (2000) menyatakan 

bahwa manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengkoodinasian, dan pengwasan uasaha-usaha para anggota organisasi dan 

penggunaan sumber· daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. 

2.2. Pengertian dan Proses Akuntansi 

Badan Usaha dan Manajemen 

Manajemen dalam melaksanakan tugasnya memerlukan infonnasi mengenai bisnis 

alau lembaga yang dipimpinya. lnfonnasi ini dimaksudkan untuk dua hal: 

1. Untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Dicision Making). 

2. Untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan (Accountability). 



AkuntHnsi dHn Kcuangan 

Untuk memenuhi tujuan inilah akuntansi berperan. Akuntansi memberikan 

informasi yang sangat dibutuhkan manajemen dalam melaksanakan fungsi-fungsinya 

yaitu: 

1. Perencanaan (Planning) 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

3. Pengarahan (Actuating) 

4. Pengawasan (Controlling) 

Akuntansi sebagai bag ian dari informa.o;i merupakan bag ian yang tidak 

terpisahkan dari gugusan tugas manajemen dalam mencapai tujuannya. Di sini 

akuntansi merupakan alat pembantu untuk memper1ancar tugas-tugas manajemen 

(facilitating function) tujuan utama dalam fungsi perencanaan dan pengawasan. 

Sistem Akuntansi 

Proses akuntansi adalah proses pengolahan data. Stettler menggambarkan 

elemen umum yang dipakai dalam setiap pengolahan data seperti di bawah ini. Dikutip 

dari Harahap (2002:49) elemen yang umum dipakai dalam setiap pengolahan data: 

r----------.-, 
Transaksi diselUjui I 
rratu:is.,'L~~~-.l 

I 
1fansaks1 ~~ '--1 

I 

.---__ --<1 ___ .. -
Transaksi meatal 

. CManual/Mebnis FDP} 

Canllan dit1aslflkasib.n 

~------~I_--_--~ 
Infoonasi dibportan 

Gambar 2.2. Elemen Pengolahan Data 

Sumber: Harahap (2002:49) 



Karakteristlk Kualltatlf Informasl Akuntansi 

Menurut Hanafi, Halim (2003:33-35) Karakteristik kualitatif informasi akuntansi 

dikatakan kualitatif karena samapi uaat ini tidak ada model matematis atau kuafifatif 

yang bisa dipakai untuk membentuk informasi yang bermanfaat. Karaktetistik

karakteristik tersebut akan membedakan informasi yang bermanfaat dengan informasi 

yang kurang bermanfaat. Supaya bermanfaat , informasi akuntansi setidak-tidaknya 

mempunyai karakteristik setidak-tidaknya pada tingkat minimum: 

1. Blsa dipahaml (understandability) 

2. Bermanfaat untuk pengambilan keputusan 

3.Relevan 

4.Nilai prediksi dan umpan balik 

5.Tepat waktu 

III. METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelftian 

Memilih metode yang tepat daJam peneJitian, di!entukan oJeh maksud dan 

tujuan peneJitian. Metode penelitian yang digunakan daJam penelitian ini bersifat 

deskriptif dengan pendekatan kualitntif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

dilakukan dengan pendekatan yang menekankan pada deskripsi yang terjadi secara 

alamiah, apa adanya dalam situasi normal yang tidak dimanipulasi keadaan dan 

kondisinya. 

Penelitian ini leblh mempunyal perspektff emik. Menurut Hamidi (2004:70) 

Prespektif emik yaitu data yang dikumpulkan diupayakan untuk dideskripsikan 

berdasarkan ungkapan, bahasa, cara berpikir, pandangan subjek penefJtian. Sehingga 

mengungkapkan apayang menjadi pertimbangan di balik !indakan akuntansi dalam 

pembuatan laporan keuangan untuk akuntabilitas dalam gereja. Deskripsi informasinya 

atal) sajian datanya harus menghindari adanya evaluasi dan interprestasi dari peneliti. 

Jika terdapat evaluasl atau interprestasi itu pun harus berasal dari subjek penelitlan. 

Pendekatan yang dlgunakan dalarn penelitian Inl adalah pendekatan 

alternative. Menurut Efferin,dkk (2004:24-25) Pendekatan alternative menggunakan 

peneliti sendiri sebagai alat untuk mencapai suatu kesimpulan. Kekuatan pendekatan 

ini bukan pada ·objektivitas· hasil studi yang diperoleh, namun lebih ke pengenalan 



secara mendalam atas fenomena yang diteliti. Sedangakan variasi pendekatan 

alternative yang digunakan adalah pendekatan (nterpretif. 

3.2. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah kola Surabaya, Jawa Timur. DaJam 

penelitian in; kita akan membuat studi kasus mengenai laporan keuangan keagamaan, 

khususnya laporan keuangan keagamaan gereja di Surabaya. Lokasi ini dipilih atas 

hasil pengamatan peneliti atas perkembangan gereja-gereja di Surabaya. Selama dua 

tahun terakhir ini di Surabaya terjadi peningkata;l penganut umat kristen, dan juga 

terjadi peningkatan pembangunan tempat-tempat ibadah (gereja) di kota Surabaya, hal 

ini dibuktikan dengan data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Jawa 

Timur. Sebagai Objek yang dipilih adalah Gereja Kristen Jawi Wetan Surabaya, gereja 

ini dipilih karena menurut hasil survey eli lapangan, GKJW adalah suatu gereja yang 

sangat berkembang, gereja ini telah berhasil mengembangkan pelayanannya kepada 

masyarakat dengan berbagai ben!uk pelayanan, sepem mendirikan sekolah, 

membantu jemaa! yang kurang mampu melalui pundi-pundi kasih. koperasi, 

pengobatan gratis dan lain sebagainya. Selain i!u gereja ini telah bemasil membua! 

suatu laporan pertanggungjawaban yang sanga! transparan kepada jemaat dan 

donatur. 

3.3. Sumber Data dan .Jenis Data 

Unit (satuan) analisis data penelitian ini pertama adalah individu sebagai 

pengurus gereja, dengan kriteria: 

1.Menguasai keorganisasian gereja. 

2.Mengetahui kondisi, serta visi-misi gereja. 

3.Memahami manajemen keuangan dalam gereja. 

4.Mengetahui dan memahami pencatatan akuntansi dalam membuat laporsn 

keu'angan sebagai akuntabiJitas gereja pada stakeholder. 

Kedua, unit analisis yang berupa situasi keagamaan jemaat (terutama untuk 

teknik observasi) yang meliputi: situasi para informan berkumpul di gereja sebelum dan 

sesudah melakukan kegiatan dalam gereja (ibadah), waktu bekerja dalam kantor 

gereja, berbincang-bincang santai di rumah alau di kantor gereja pada waktu mereka 

secara kebetulan mempunyai waktu senggang. 
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Jumlah responden ditetapkan dengan menggunakan teknik snow-ball. Menurut 

Hamidi (2004:75) snow-ball yaitu penggalian data melalui wawancara-mendalam dan 

satu responden ke responden lainnya dan seterusnya sampai peneliti tidak 

menemukan informasi baru lagi, jenuh, informasi "tidak berkualitas· lag I. 

3.4. Teknik Pen~Jumpulan Data 

Teknik pertama digunakan adalah wawanc.:lra menda/am terhadap para pelaku 

organisasi. 

Teknik kedua digunakan adalah observasi terhadap tindakan dalam proses 

akuntasi gereja. Observasi tersebut dapat dimulai dan perencanaan (planning). 

pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), pengawasan (controlling). dan 

juga pada saat mereka membuat kepulusan investasi, keputusan pandanaan. 

keputusan manajemen aktiva hingga dalam pembuatan laporan keuangan gereja. 

3.5. Analisis Data 

Analisis data dalam penelilian kualitatif, dilakukan pad a saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah sele~ai pengumpulan data dalam penode tertentu. Pada saat 

wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancan. 

Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan. maka 

peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang 

dianggap kredibel. Dikutip dari Sugiyono (2005:91-99), Miles and Huberman (1984), 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus 

menerus samapi tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data: 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dan lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat 

secara teliti dan rind. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direkduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Dalam hal ini miles dan Humberman (1984) menyatakan yang paling sering 

digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat narafif. 

3. Conclusion Drawing I Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut miles dan Humberman 

adalah penankan kesimpulan dan verffikasi. 



Gambar 3.1. Komponen dalam analisis data (interactive model) 

Sumber: Sugiyono (2005:92) 

3.6. Keabsahan Data 

Dalam setiap penelitian memerlukan standar untuk melihat derajat kepercayaan 

alas kebenaran daTi hasil penelitian. Dalam peneJitian kualitatif stan dar tersebut 

dengan keabsahan data: 

1. Derajat kepercayaan (kredibiJity) 

Uji kredibility atau kepercayaan terhadap data penelilian kualitatif antara lain 

dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam 

penelitian, trigulasi. 

a. Perpanjangan pengamatan 

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembal! ke lapangan, melakukan 

pengamatan wawancara lagi dengan sumber data yang pemah ditemui maupun 

yang baru. [)engan perpanjangan pengamatan Inl berarti hubungan peneliti 

dengan nara sumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrap (tidak ada 

jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi 

yang disembunyikan lagi. Bila Wlah terbentuk repport, maka telah terjadi 

kewajaran dalam peneJitian. 

b. Meningkatkan ketekunan 

Meningkati<an ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan. Dengan eara tersebut maka kepastian data dan urutan 

peTistiwa akan dapat direka secara pasti dan sistematis. Dalam peningkatan 
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ketekunana peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang 

telah ditemukan itu salah atau tidak. 

c. Triangulasi 

TrianQulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data 

dan sumber dengan berbagai cars, dan berbagai waktu. Dengan demikian 

terdaoat triglliasi sumber, trigulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. 

2. Pengujian Transferability 

Seperti telah dikemukakanbahwa, transferability ini merupakan validitas ekstemal 

dalam penalitian kuantitatif. Validitas ekstemal menunjukkan derajat ketetapan atau 

dapat diterapkannya hasH penelitian ke populasi dimana sampel tersebut dlambil. 

3. Pengujian Depenability 

Dalam penelitian kualitatif, uji depenability dilakukan dengan melakukan audit 

temadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan 

proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini 

perlu diuji depenabilitynya. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya 

ada, maka peneliti tersebut tidak reliabel atau dependable. 

4. Pengujian Konfirmability 

Dalam penelitian kualitatif, uji konfirmability mirip dengan uji dependability, 

sehingga pengujian dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability 

berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. 8ila 

penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian 

tersebut telah memenuhi standar konfirmabi/ity. 

IV. MANAJEMEN PENGELOLAAN KEUANGAN GEREJA KRISTEN JAW! 
WETAN SURABAYA 

Visi dan Misi GKJW 

Visi Gereja Jawi Wetan, an tara lain 

1. Penentuan dalam tumbuh kembangnya gereja adakah gerak dan peranan warga 

gereja. Oleh karen a itu justru warga gereja ini harus selalu dibina dan dilengkapi 

sehingga mereka dapat melakukan panggilannya dalam mewujudkan persekutuan 

pelayanan cinta kasih dan kesaksian. 

2. Warga gereja diseluruh GKJW itu tidak bergerak sendiri-sendiri dan terpisah-pisah 

salu sama lain, melainkan meyakini sebagai suatu kesatuan organisasi hidup yang 



merupakan suatu patuggilan kang nyawiji. Sehingga keseluruhan tubuh secara 

teratur, seimbang dan berbuah banyak. 

3. GKJW menyadari bahwd sebagai gereja mandiri, adanya GKJW di dunia ini 

adalah bukan untuk dirinya sediri saja, melainkan untuk dunia melalui melakukan 

kasih, kebenaran, keadilan dan mewujudkan damai sejahtera. 

Bertitik tolak sejarahnya, teologinya dan struktur gerejanya sebagai patunggilan 

kang nyawiji itu selanjutnya GKJW juga ingin mewujudkannya dalam pengaturan dan 

sharing sumber daya manusianya dan sumber dananya. Bahwa pendeta adalah bukan 

hanya pendeta jemaat setempat, melainkan peodeta GKJW secara keseluruhan. 

Harta milik dan sumber dana yang ada bukanlah milik jemaat setempat, melaiokan 

milik dan untuk digunakao bagi pertumbul1an GKJW secara keseluruhan sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing. 

Dana yang terkumpul haruslah dikelola oleh gereja sedemiklan rupa untuk 

dapat mencapai semua visi misi Gereja Kristen Jawi Wetan. Maka dati itulah sang at 

diperlukan pengelolaan keuangan dalam gereja, supaya akuntabilitas gerja terus 

berlangsung, dan jemaat semakin percaya pada, gereja untuk menyerahkan 

persembahan I dana itu untuk dikelola oleh gereja demi pelebaran kerajaan Allah di 

dunia. Sebab ada tmtulis dalam alkitab salah satu perintah Tuhan yang utama adalah • 

Karena itu pergilah, jadikanlah seniua bangsa muridku dan Baptislah mereka dalam 

nama Sapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu 

yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa 

sampai kepada akhir zaman: (Malius 28:19-20). 

Struktur Organisasi Gereja Kristen Jawi Wetan Surabaya 

Gereja Kristen Jawi Wetan Surabaya mempunyai susunan pengus gereja atau 

yang sering disebut dengan Susunan Personalia Majelis Jemaat Gereja Jawi Wetan 

Surabaya, sebagai berikut: 

1. Pelayan Harian Majelis Jemaat 

Terdlri dari: Ketua, Waldl Ketua I, Wakil Ketua II, Sekretaris I, Sekretaris II, 

Bendahara I, Bendahara II, Bandahara III, Ketua Bidang I, Ketua Bidang II, Ketua 

Bidang III, Ketua Bidang IV, Ketua Bidang I, Pembantu Umum. Pembantu Umum 

ini terdiri atas Ketua Blok-blok penginjilan. Dimana blok-blok penginjilan dalam 

GKJW Surabaya terbagi atas 5 blok, yailu Blok III, Blok V, Blok VI, Blok VIII, Blok 
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XI. Masing-masing blok mempunyai kelua blok yang tergabung dalam sllsllnan 

Personalia MajeHs Jemaat. 

2. Badan - badan Pembantu 

Terdiri dari: Bidang Teologi, Bidang Persekuluan, Bidang Kesaksian, Bidang 

Pelayanan Cinta Kasih, Bldang Penatalayanan, Lintas Bidang. Setlap Bidang 

mempunyai komlsi-komlsi,yailu scperti komlsl ,Pemblnaan Teologi, komis; 

Pembinaan Anak dan Remaja, Komisi Pembinaan Pemuda dan Mahasiswa, Komisi 

Hubungan Masyarakat, Lembaga Setya Mitra, Komis; Pengawasan 

Perbendaharaan dan masih banyak komisi-komisi lainnya dalam gereja. 

3. Pembantu Umum 

Terdiri dari para pengurus setiap blok-blok dalam Pembantu umum. Setiap blok 

mempunyai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, pen gurus seksi-seksi. 

Selain Susunan Personalia Majelis Jemaat juga terdapat karyawan gereja yang 

setiap harinya mengurusi semua peJayanan di dalam gereja. Karyawan gereja tersebut 

terdiri dari: sekretariat, urusan umum, keamanan dan logistik. urusan UPL dan 

perkawinan jemaat, urusan keuangan jemaat. Setiap karyawan gereja ini masing

masing mempunyai lugas sendiri-sendiri dalam kesehariaannya. 

Program Kegiatan Tahunan 

Keberhasilan suatu lembaga untuk dapat tetap bertahan ditengah-tengah 

tantangan dan persaingan yang sangat kompetitif dapat diukur melalui berbagai upaya 

lembaga tersebut dalam mempertahankan kebemdaannya sesuai jati dirinya masing

masing. Adapun kelangsungan hidup suatu lembaga sangat ditentukan oleh 

kemandirian, kedewasaan dan komitmen lembaga tersebut dalam mengemban misi 

dan visinya. agar tidak di tinggalkan oleh komunitasnya. 

Dengan demikian setiap setahun sekali GKJW mengadakan rapat kerja 

tahunan, salah satu yang mereka bah as di dalam rapat tersebut adalah membicarakan 

tentang'apa saja yang akan mereka lakukan dalam salu tahun kedepan. 

Setelah itu mereka membuat rancangan anggaran pemasukan dan 

pengeluaran gereja selama satu tahun kedepan. GKJW sebagai patunggilan kang 

nyajiwi, senantiasa merencanakan program-programnya, baik jangka pendek, 

menengah dan panjang sebagaimana yang terkandung dalam pokok-pokolc Rencana 

Kegiatan Tahunan (PKT). 
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Akuntansi dun Keuallgnn 

Manajemen KEluangan Dalam GereJa 

Manajemen keuangan dalam Gereja Kristen Jawi Wetan pada dasamya 

berdasar1<an cash basic. Dikatakan cash basic kaama sebagian besar tmnsalcsi dalam 

gereja merupakan keluar masuk kas, dan pencatatan yang dilakukan berdasanmn 

walctu kas masuk dan waktu kas keluar. 

Sumber dana terbesar Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW) Surabaya adalah 

dari persembahn jemaat GKJW setiap minggunya. Pemasukan GKJW dapat Surabaya 

dibedakan menjadi persembahan rutin, Persembahan musiman. perpuluhan. 

persembahan syukur, persembahan lain-lain. 

Pengelolaan keuangan GKJW Jemaat Surabaya. dibedakan berdasar1<an 

pemanfaatannya. yaitu: 

1 . Kas Jemaat 

Mencatat I mengadministrasikan semua keuangannter1<ait dengan kegiatan / 

program kegiatan thunan (PKT). yang lerdiri dari: 

Pengeluaran Rutin 

Biaya kerja Rutin 

Pengeluaran Pembangunan 

Dana Persekutuan 

Lain-lain. 

Sedangakan saldo sehari-hari sebagian disimpan dalam bentuk tabungan. kas 

kecil/uang tunai dan UUDP (Uann Untuk Dipertanggungjawabkan). 

Kas Kecil lUang Tunai yaitu uang yang disiapkan untuk mengakomodasi 

kebutuhan gereja sehari-han, yang dikelola oleh bagian Administrasi Keuangan 

Hanan Jemaat. 

IJUDP adalah sejumlah uang yang dikelola oleh komisi/ badan pembantu I bidang 

untuk membiayai kegiatan I program yang sedang dilaksanakan. Dan uang 

tersebut harus dipertanggungjawabkan segera. maksimal selama 2 minggu sejak 

uang diterima oreh yang bersangkutan dari Bagian Administrasi Keuangan Harian 

Jemaa!. 

Sumber keuangan dan kas jemaat adalah dart persembahan warga jemaa!. Dan 

setiap akhir pertode tahun anggaran, saldo dipindahkan ke Simpanan Dana 

Cadangan. 
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2. Simpanan Han Tua Karyawan 

Simpanan in; dalam bentuk tabungn dan deposito, yang pemanfaatannya untuk 

membenkan dana cadangan kasih kepada karyawan yang pensiun I 

mengundurkan din. 

Sumber dana dan bunga tabungan deposito, serta simpanan rutin sellap bulan dari 

kas jemaat, sesuai anggran dalam PKT. Kepulusan pengeluaran uang atas 

perselujuan PHMJ (Pengurus Harian Majelis Jemaat) sidang Majelis Jemaat. Perlu 

diketahui setiap minggu sekali diadakan rapat PHMJ untuk membahas apa saja 

kegiatan yang sudah terealisasi selama 1 minggu. Dan setiap 3 bulan sekali 

diadakan rapat majleis jemaat, untuk membahas kegiatan apa saja yang telah 

berlangsung selama 3 bulan. Semua ini dilakukan sebagal fellowship atas program 

ketja yang talah direncanakan dalam 1 tahun, sehigga pemasukan dan 

pengeluaran dalam gereja dapa! sedemikian rupa terkontrol sesuai dengan 

rencana jangka panjang maupun jangka pendek. 

3. Simpanan Dana Mandiri 

Simpanan dana mandiJi dalam bentuk deposito, yang pemanfaatannya untuk 

mendukung kebutuht;lfl LSM (Lembaga Setia Mitra). LSM adalah saJah satu bentuk , 
pelayanan kasih GKJW kepada para jemaatnya untuk membantu setiap anggota 

jemaatnya yang tidak kurang mampu. Sebagai contoh LSM memberikan beasiswa, 

Bantuan modal usaha untuk jemaatnya, pinjaman uang untuk jemaat yang 

kekurangan diama pinjaman ini Udak dibatas; pengembaliaannya dan juga tanpa 

dipungut bunga pinjaman sama sekali. Karena pada dasamya LSM ingin membagi 

kasihm, sebagai kepedulian kepada sesama umat yang membutuhkan 

pertolongan. 

Yang secara nil, yaitu setiap bulan bunga dari simpanan Deposito ditransfer secara 

"auto· ke rekening LSM. Perlu diketehui simpanan dana cadangan ini juga dapat 

disebut sebagai simpanan dana abadi, sehingga simpanan ini tidak bisa diambil 

dalam jangka waktu yang lama. Maka dari itulah hanya bung a dari simpanan inilah 

yang dapat dipergunakan gereja sebagai dana tambahan untuk pelayanan dalam 

gereja 

Simpanan dana mandiri jumlahnya relatif tetap, seera historis sumber dana berasa/ 

dan hibah I penyerahan waris dan warga jemaat. 



KOOFERfNSI~ 

m 

4. Simpanan Dana Cadangan 

Simpanan dalam benluk Tabungan dan Deposito yang menanp:111g pemindahan 

saldo setiap akhir periode tahun anggaran dari kas jemast (point 1) dan hasiJ jasa 

pengelolaan BP (balal pelayanan )dan Podok Keslh. BP merupakan penyewaan 

tempat pertemuan gereja semisal unuk perkawinan, ulang tahun, aeara keluarga 

dan lainnya. Sedangkan Pondol< kasih adalah penyewaan temapt untuk kos-kos 

an. Sedangkan pemanfaatannya untul< mendukung kebutuhan pembiayaan 

pengeluaran-pengeluaran program I kegiatan yang relatif memerlukan biaya besar 

atau pengeluaran-pengeluaran yang tidal< terprogram dalam PKT. Misalnya 

renovasi paslori (rumah tingga! pendeta), renovasi gedung gereja mau pembelian 

sarana transportasi gereja (mobi~, pengurusan sertifikat tanah gereja. Pengeluaran 

uang atas persetujuan PHMJ (Pelayan Harian Majelis Jemaal) dan atau Sidang 

Majelis Jemaat. 

Sistem Akuntansi Dalam Gereja Jawi Wetan Surabaya 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya GKJW seliap tahunnya selaJu 

mengadakan PKT (Progrm Kerja Tahunan), didaJam PKT tersebut tidak: hanya 

anggaran penerimaCin saja, telapi juga anggran pengeluaran GKJW selama satu 

tahun. 

Pengeluaran GKJW selama satu tahun dapat dibagi menjadi: 

1. Pengeluaran Rurin 

2. 8iaya Kerja Rutin 

3. Pengeluaran Pembangunan 

4. Dana persekutuan ke MD (Majelis Daerah) 

5. Dana persekutuan ke MA (Majelis Agung) 

6. Premi dan Pensiun. 

7. Lain-lain. 

4.5.1. Pencatatan akuntansi dalam gereja 

Pengeluaran rutin dalam gereja terbagi atas, jaminan lenaga kerja, pengobalan, 

rapat-rapat, ongkos jalan, dan lain-lain. Slaya kena' rutin antara lain keperluan 

katekisasi, keperluan teologi, keperluan musik gereja dan kepp.rfuan pelayanan lainnya 

yang lelah mas uk dalam program PKT. Pengeluaran Pembangunan antara lain untuk 

keperluan kesaksian, keperluan pemuda dan rmnaja, keperluan peranan wanita, dan 
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lain sebagainya. Dana persekutuan ke MD (Majelis Daerah) dan Dana Persekutuan ke 

Majelis Agung adalah persembahan dan jemaat lIntlik mendukllng kegiatan pelayana 

di Majelis Daerah dan di Majelis Agung. Semua transaksi-taransaksl di atas diambilkan 

dana dari kas jemaat. Kas jemaat tersebut dipegang oleh karyawan gereja bidang 

urusan keuangan jemaat. Jadi yang bertugas memperhatikan semlJa pengeluaran 

diatas adalah Bapak Sridadi sebagai bag ian urusan keuangan jemaal Dalam 

kesehariannya beliau selalu berada di kantor gereja untuk mengurusi keuangan gereja 

setiap harinya. Apebila ada pemasukan dan pengeluaran beliau yang bertugas 

mencatat semua transaksi dalam gereja dalam sehari-hannya. Beliaulah yang 

menenma semua bukti-bukti transaksi baik kas masuk maupu kas keluar. Tidak jarang 

juga beliau mengeluarkan cash bon dimana cash bon tersebut harus dapat 

dipertanggung jawabkan oleh pengurus gereja I komisi rnaksimal 2 minggu setelah 

acara berlangsung. Beliau selalu merniluat laporan keuangan per mingguan. Dimana 

laporan keuangan mingguan ttu ditujukan untuk evaluasi di rapat Pelayan Harian 

Majelis Jemaat (PHMJ). Dan laporan rningguan tersebut dapat diketahui berapa jumlah 

uang yang masuk dalam satu minggu dan berapa jumlah uang yang keluar dala satu 

minggu. Dengan laporan ini PHMJ dapat mengetahui berapa persen program yang 

sudah terlaksanakan dan berapa persen program yang belum terlaksana. Dari sinilah 

PHMJ dapat mengkontrol keuangan dalarn gereja, bag ian mana saJa yang pertu 

mendapatkan perhatian lebih dan ba!)ian yang mana yang dapat dikurangi untuk 

membantu bag ian yang kekurangan dana. Sehingga sistem balance budget dapat 

terus terorganisasi dengan baik untuk mencapai tujuan dalam gereja. Hasil akhir dan 

laporan mingguan ini adalah Rekapitilasi keuangan GKJW Jemaat Surabaya. Dari 

rekapitulasi ini kita dapat mengetahui posisi keuangan gereja baik secara tunai 

maupun uang yang ada di bank. 

Benkut ini contoh dari Laporan keuangan mingguan Gereja Kristen Jawi Wetan 

Surabaya: 



Dari 

Kepada 

Periode 

Pasal 
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Mengetahui I mengesahkan Surabaya. 1 Januari 200X 

ketua, 8eodahara, 

TId ltel 

Srl Hadnanto. S. Th. Owi Almaia Pranatahadi 

pendeta Penatua 
Sumber: Dokumen GKJW Surabaya 

Kolom pasal merupakan index dari setiap pengolongan transaksi dalam gereja. 

Penggolongan pasal di definisikan sebagai b!"rikut 

• Pasal 100 untuk penggolongan transaksi penge/uaran rutin. 

• Pasa! 200 untuk penggolongan transaksi biaya keJja rutin. 

• Pasal 300 untuk penggolongan transaksi penge/uaran pembangunan. 

• Pasal 400 untuk penggolonfjan transaksi dana persekutuan MD (Majelis 

Daerah). 

• Pasal 500 untuk penggolongan transaksi dana persekutuan ke MA (Maje/is 

Agung). 
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• Pasal 600 untlJk penggolongan transaksi premi dan pensiun. 

• Pasal 700 lJntuk penggolongo(\ tmn~;aksi lain-Ia'in. 

Sedangkan Mata Anggaran merupakan program kerja setiap bagian pe/ayanan 

yang telah disetujui dalam PKT (Program Kerja Tahunan). Sebagi contoh: GKJW 

rnernpunyai program kerja selama salu tahun untuk mengadakan pelayanan 

pengobatan seminggu sekali. Maka keDiatan tersebllt merupakan pengeluaran rutin 

setiap minggu, dan program kerja dalam mata anggarannya adalah pengobatan. 

Contoh lain, program kerja untuk konsumsi rapat PHMJ seminggu sekali, maka mata 

anggarannya digo!ongkan sebagai peng(!luaran runtin rapat- rapat. 

Kolom menUfut anggaran adalah dana yang te/ah d;sepakati sebaga; anggaran 

program kerja se/ama 1 tahun. {<olom realisasi adalah uang yang ke/uar atau masuk 

da/am m;nggu ini. Sedangkan kolom Realisasi sid adalah kolom yang berisi akumu/asi 

dana yang te/ah masuk atau terpaka; sampa; dengan tangga/ dibutnya /aporan in;. 

Sehingga dari laporan ini kita dapat dengan je!as mengetahui sejauh mana 

program-program gereja yang telah lerlaksana dan yang belum terlaksana, selain illl 

setiap saat kita bisa mengetahui keuangan gereja seeara sepenuhnya. Sehingga 

apabila terjadi kejadian di luar dugaan PHMJ alau majelis jemaat dapat dengan cepat 

mengambil keputusan. 

Disini tugas bendahara adalah rnenindak lanjuti setiap laporan yang telah dibuat 

olaeh bapak sridadi. Bendahara bertugas menyampaikan atau meinfonnasikan laporan 

keuangan ini kepada jemaat gereja. selain itu tugas bendahara juga mengelola 

keuangan ini sedemikian rupa untuk kemajuan gereja. bendahara membuat analisis 

perbandingan anggaran setiap tahunnya. Sehingga dalam tahun yang akan datang kita 

dapat mengevaluasi bagian-bagian mana saja yang tidak berjalan sesuai rencana dan 

apa yang menjadi kendalanya. Bendatlara bertugas membuat laporan keuangan 

secara umum yaitu laporan keuang t,hunan. Demikian ini contoil dari laporan tahunan 

yang di buat oleh bend ahara. 
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Sumber: Dokumen GKJW Surabaya 

Laporan ini disampaikan kepada masayarakat gereja atau jemaat gereja, 

melalui warta gereja yang di!Jagikan setiap minggunya. Selain itu dalam setiap 

minggunya jemaat gereja juga dapa! rnengetahui posisi keuangan gereja, karena di 

setiap minggunya laporan keuangan mingguan juga selalu dilaporkan melalu; warta 

gereja tersebut. Apabila jemaat gereja kurang jelas dengan laporan keuangan tersebllt, 

maka dengan PHMJ (Pengurus Harian Majelis Jemaat) khususnya bendahara dan 

pengurus harian keuangan jemaat dengan senang hati menjelaskan semllanya_ 

Transparasi keuangan Gereja Kristen Jawi Wetan sangatiah terbuka untuk umllm, 

tidak hanya untuk jemaat gereja saja tetapi juga untuk masyarakat IlIas_ Karena bagi 

mereka tidak ada keuangan gereja yang haws ditutupi, semuanya adalah pelayanan 

untuk melaksanakan perintah Tuhan, demi kemuliaan nama Tuhan di dunia ini. 

Kepengurusan Gereja Kristen Jawi wetan sang at berharap mereka dapat menjadi 

berkat untuk siapa pun, tanpa mengharapkan balas jasa_ 



V. KESIMPULAN 

5.1. Efektifitas Pengelolaan Keuilngan dalam Gereja Kristen Jawi Wetan 
Surabaya 
Dengan adanya pengelolaan keuangan yang sangat baik dan transparan pada 

GKJW rnaka setiap progrcm-program yang telah direncanakan kurang lebih 90 % 

setiap tahunnya dapat terealisasi dengan baik. 

Selain itll Degan lapomn keuangan ini maka gereja telah berhasil menekan 

biaya-biaya mana yang dapat dikurangi untuk membantu kamesi lain yang lebih 

membutuhkan. Sehingga dengan sislem dernikian setiap kamisi pelayanan bahu 

mambahu saling membantu yang kuat membantu yang kuat, walaupun pelayanan 

mereka berbeda-beda tetapi tetap menjadi satu seperti tubuh Kristus yang saling 

melengkapi satu sama lainnya. 

Transparasi keuangan Gereja Kristen Jawi Wetan yang sanga! bagus ini, dapat 

meningkatkan kepercayaan jemaat untuk menyumbang dengan suka rela kepada 

gereja. hal ini terbukti dari persembahan pembangunan gereja, persembahan Karban 

bencana, persembahan sYllkur dan lain sebagainya. Pada sa at gereja membutllhkan 

dana untuk tambahan pembangunan gereja maka jemaat dengan stika rela 

memberikan sumbangannya untuk ~lereja, pada saat gereja mengalang dana untuk 

korban bencana, jemaat gereja dengan sukarela memberikan bantuan untuk korban 

beeana melailli gereja yang pastinya disalurkan oleh gereja llntuk korban bencana 

tersebut. Selain itu jemaat juga selalu rnernberikan persembahan syukur dan 

persembahan perpuluhan pada gereja karena mereka mernpunyai keyakinan apabila 

mereka memberikan persernbahan den\lan sukur dan tulus maka Bapa di Sumga pasti 

membalasnya, " Tetapi jika engkau rnemberi sedekah, janganlah diketahui tang an 

kirimu apa yang diperbuat tangan knnanmu_ Hendaklah sedekahmu itu diberikan 

dengan tersembunyi, maka 8apamu yang melillat yang tersembunyi akan membalas 

kepadamu: (Matius 5:3-4). 

Dengan lapomn keuangan ini dapat membantu gereja untuk terus berKreatrtilas 

demi mempelebar kemjaan Allah di dunia ini. Sebagai buktj gereia dapat terus 

mengembangkan pelayananoya, dan mulai rnempelebar sayapnya. Sebagai contoh, 

jemaat mulyosari yang dlliunya hanyalah pas penginjilan (saiah satu blok GKJW 

Surabaya) tetapi sekarang. suda/l dapat mandir-i sendiri dan menjadi suatl.l gereja yang 

clisebut dengan Jemaat Mulyosari. tentu saia dengan berdirinya mulyosari maka 

Jemaat Mulyosari mepunyai kepengurusan sem1iri dan ticlak lagi bergantung pad a 

GKJW Surabaya lagi. Selain itu gereja juga clapat membuka suatu bentuk pelayanan 
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baru untuk para jemaatnya. Seperti pelayanan kesehatan yang diadakan gereja setiap 

minggunya untuk para jemaatnya, dipelayannn kesehntan ini gereja memberikan 

pengobatan gratis pada setiap jemaatnya, tem1rlsuk pemberian obat gratis pada setiap 

jernaat yang kurang rnarnpu. Dan masih bnnyak bentuk pelayanan lainnya yang 

dilakukan gereja untuk meningktkan kesejahteraan setiap jemaatnya. 

Dengan adanya pengelalaan keuangan yang baik di dalarn gereja rnaka, 

kepercayaan masyarakat kepada gereja s81llakin besar. Usaha gereja melakukan 

Transparasi keuangan dengan eara setiap rninggunya gereja selalu memuat laporan 

keuangan dalam warta gereja, sehingga siapa pun dapan melihat kondisi I<euangan 

gereja tanpa harus ada yang ditutupi. Hal ini mernbuat kepercayaan jemaat semakin 

besar pada gereja. dengan adanya pelolaan yang sedemikian bagus maka dapat 

rnengurangi konflik dalarn gereja, karena dengan adanya tranparasi ini juga dapal 

mengurangi timbulnya keeurigaan-kccurigaan di dalam masyarakat gereja tersebul. 

Apabi/a kecllrigaan itu muncul di dalam masyarakat gereja maka para pengurus dapat 

dengan mlldahnya memberikan semua penjelasan sejelas mung kin. karen a memang 

selama ini gereja selulu berusaha unlul< mengeloiaan keuangan dengan lebih baik lagi 

supaya konnik-konflik itu dapat dihindari kontlik dalam gereja baik sekarang maupun 

masa depan bahkan selama-Iamanya. 

Oengan pengelalaan yang san\Jat bail< ini mernbllat gereja lebih muda dalam 

menyusun rencana-rencana pelayanan di masa mendatang. Hal ini dikarenakan gereja 

dapat dengan pasti melihat kondisi gereja saat ini, karena dengan pelaparan keuangan 

yang baik maka dapat mernberikan gambaran suatu kondisi dalam gereja tersebut. 

Selain itu sebelum gereja membuat rencana-rencana yang baru, gereja juga dapat 

mengllkur kemampuan gereja itu sendiri khllsllsnya dalam bidang financial gereja. 

sehingga dengan demikian sangat membantu gereja untuk terus maju mencapai tujuan 

gereja atau gereja dapat dengan mudah mencapai visi misi yang telah mereka 

tetapkan. Hal ini dibuktikan GKJW padi3 saat rnereka rnelakukan evaluasi tahunan, 

setiap rencana yang mereka rencanakan 90% dupat tercapai semua dengan sukses. 

Oengan kejadian ini maka membuat pengurus gereja lJntllk lebih semangat dalam 

memberikan pelayanan di Gereja Kristen Jawi Welan Surabaya. 

5.2. Kesimpulan 

Dengan berakhimya penelitian ini rnaka peneliti dapat mengambil sualu 

kesimpulan dan sualu gambaran yang sang at jelas sekali engenai akuntansi da/am 



gereja. khususnya peneliti dapat mendapatkan suatu gambaran tentang manajemen 

pengeolaan dalam gereja. karena menurut survei sebelum penelitian ini beriangsung. 

peneliti menemukan banyak sekali kurangnya transparari keuangan dalam beberapa 

gereja di Surabaya. Bahkan ada .iu(la sualu gereja yang kurang memperhatikan 

tentang menajemen keuangan dalam gereja, (ialam survei peneliti juga menernukan 

keuangan gereja itu dipegang olel1 sillu orang saja sel<aligus dia pemirnpin gereja. 

Maka dengan kon<lisi seperti ini jernaat sam a sekali lidak rnengetahui rnanajernen 

keuangan dalarn gerejanya tersebut. 

Menurut peneliti saflgat jarang sekali gercja di Surabaya ini yang mempunyai 

transparasi kellangan sepeti yang terjadi di GKJW ini. Hal ini kemungkinan gereja 

tersebllt tidak mempunyai gambaran tentang manajemen keuangan dalam gereja. 

Peneliti melakukan penelitian ini dengan harapan, dapa! memberikan suatu gambaran 

tentang manajemen keuangan pada gereja lain. 

Karena dalam penelitian ini sanagat jelas sekali bagaimana pengaturan kas 

rnasuk dan kas keluar. Bagaimana rnembuat kontrol untuk sctiap program yang telah 

dibuat, supaya pada akhimya program illl dapal terlaksana dengan baik dan anggaran 

yang telah dilaksanakan dapat lerpenuhi dengan baik. 

Peneliti sang at berharap penelitian \en\;:lI1g akun\ansi dalam gereja ini dapa\ 

\erus di kembangkan. Sehingga ma:;yarakat dapat mempunyai gambaran tentang 

akuntansi gereja semakin jelas. 

5.3. Saran 

Untuk meningkatkan profesionalisme dalarn manajernen pengelolaan keuangna 

dalam gereja. rnaka akan .Iebih baik apabila gereia rnencoba melakukan pencatatan 

dengan metode accrual basis. Metode accrual basis adalah Suatu metode akuntansi 

dimana penerimaan yang dihasilkun barll diakui atau dicatat apabila proses yang 

menghasilakan lengkap dan apabila transaksi petukaran terjadi, sementara 

pengeluaran baru diakui atau dicatat apabila jumlah llang benar-benar dibayarkan. 

Artinya. dalarn metode ini penerimaan dan pengeluaran baru diakui atau dicatat keUka 

terjadi. bukan ketika diterima atau dibayarkan. Dengan demikian. pencatatan dalarn 

metode ini bebas dari pengaruh waktu kapan kas diterima dan kapan pengeluaran 

dilakllkan. 



Selama ini gereja hanya membuat laporan keuangan yang berdasarkan pada 

cash basis, dalam peJaporan cash basis pencatatan hanya dilakukan pad a saat kas 

masuk dan kas keluar. Sedangan untuk segala transaksi yang tidak berhubungan 

dengan kas tidak dapat tercatat atau ticlak dapat terlihat dalam laporan keuangannya. 

Padahal dalam kenyataannya terdapat transaksi yang tidak selalu bersamaan dengan 

kapan kas masuk dan kapan kas keluar, tetapi itu mempunyai suatu ni!ai, yang dapat 

menambah aset g3reja. 

Sebagai contoh, apabila pengurus gereja ingin merenovasi gedung gereja. 

maka diperlukan seorang arsitek dan beberapa bahan bagunan untuk melakukan 

renovasi itu. Temyata ada searang arsitek yang mall dengan suka rela membanlu 

membualkan desainnya Gasa arsitek), dan sekaligus memberikan sumbangan dengan 

cuma-cuma berupa bahan bagunan. Dari peristiwa ini gereja lidak mengeluarkan uang 

sama sekali, tetapi dari segi akunlansinya asel gereja mengalami kenaikan yang 

berupa sebuah bangunan yang memiliki nilai arsitektur baru, hal ini pasti akan 

menaikkan nilai dari bagumlll gereja itu. Secara tid;)k lang sung ase! gereja bertambah, 

karena nilai daTi bangunan gereja itu bertambah. Dari contoh peTisliwa ini, apabila 

penca!atan dengan cash basis maka kita tidak tahu berapa penambahan asel dalam 

gereja itu, tetapi apabila kita menggunakan accrual basis maka dapat dengan mudah 

kita mengetahui penambahan aset gereja itu. 

Selain itu dengan adanya neraca maka gereja dapat setiap saat mengetahui 

jumlah aset yang dimiliki gereja sacara keseluruhan. Dengan adanya suatu 

peningkatan manajemen pengelolaan keuangan pada gereja Kristen Jawi Wertan 

Jemaat Surabaya, maka jemaat akan lebih percaya untuk memberikan sumbangannya 

kepada gereja. Dan pada akhimya nama Tuhan dapat terus dipermuliakan. Demikian 

penelitian ini saya sampaikan, besar harapan say a penelitian ini sangat berguna 

sebagai studi untuksiapapun yang membacanya. Terima kasih, Tuhan 8erkati. 
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Lintas Berita: Yayasan Gereja Diminta Sesuaikan dengan UU No 28/2004 

Glorianet - Yayasan atau lembaga sosial yang berada di bawah organisasi gerejawi diminta untuk 
menyesualkan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang, yaitu Undang Undang No 28 Tahun 
2004 yang mengatur tentang Yayasan. Dengan mengacu pada Pasal 71 UU No 28 tahun 2004, maka jelaslah 
bahwa bagi yaya,an yang belum merniliki kriteria sebagai badan hukum dapat memperoleh status hukum 
dengan menyesuaikan Anggaran Dasarnya dan mengajukan permohonan ke Departemen Hukum dan HAM. 

"Saya sangat berharap bagi yayasan dan lembaga sosial di bawah gereja dapat segera menyesuaikan 
anggaran dasarnya dan mengajukan pemlOhonan kepada Menteri Hukum dan HAM paling lambat tanggal 6 
Oktober 2006 inl," ujar Wakil Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Wei nata Sairin 
kepada Pembaruan di Jakarta, Rabu (6/9). 

Dikatakan, bagi yayasan yang telah dldaftarkan di pengadilan negeri, diumumkan dalam Tambahan Berita 
Negara dan mendapat izin melakukan kegiatan dari Instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum dan 
wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya paling lambat tanggal 6 Oktober mendatang. 

Menurut dia, agar vis! dan misi lembaga gerejawi tetap dapat terwujud dalam pelayanan yayasan dan relasi 
lembaga memiliki ikatan hukum dengan yayasan, maka perlu dilakukan langkah dan upaya rlUkum yang 
cepat dan tepat sehingga yayasan dapat mewujudkan pelayanan sosial dengan baik di tengah masyarakat. 
Dan Majelis Pekerja Harian PGI akan melakukan upaya terbaik agar yayasan-yayasan milik gereja dapat 
terus berkarya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. 

Sementara itu, dosen Fakultas Hukurn Universitas Indonesia, Binsar Harahap menjelaskan bahwa lahirnya UU 
Yayasan didasari oleh kenyataan bahwa pend irian Yayasan di Indonesia sampai saat ini hanya berdasar atas 
kebiasaan dalam masyarakat dan yurlsprudensi Mahkamah Agung, karena belum ada undang-undang yang 
mengaturnya. 

"Fakta menunjukkan kecenderungan masyarakat mendirikan Yayasan dengan maksud untuk berlindung dl 
balik status badan hukum Yayasan, yang tidak hanya digunakan sebagai wadah mengembangkan keglatan 
sosial, keagamaan, kemanusiaan, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya dlri para Pendiri, 
Pengurus, dan Pengawas," ujamya. 

Sejalan dengan kecenderungan tersebut timbul pula berbagai masalah, baik masalah yang berkaitan dengan 
kegiatan Yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam Anggar-an Oasar, 
sengketa antara Pengurus dengan Pendiri atau pihak lain, maupun adanya dugaan bahwa Yayasan digunakan 
untuk menampung kekayaan yang berasal dari para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara 
melawan hukum. 

Masalah tersebut, lanjutnya belum dapat diselesaikan secara hukum karena belum ada hukum positif 
mengenai Yayasan sebagai landasan yuridis penyelesaiannya. (GCMjSP.com-E-5) 

Dikembangkan Oleh Gloria Cybe. Ministries 
@ Copyright 2000-2008. 

All rights reserved. 
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Menurut Wikipedia Indonesia, organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi 
yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik 
untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari 
laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik 
publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa 
sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas 
pemerintah. 

Karakter dan tujuan dari organisasi non profit menjadi jelas terlihat ketika dibandingkan dengan 
organisasi profit. Organisasi non profit berdiri untuk mewujudkan perubahan pada individu atau 
komunitas, sedangkan organisasi profit sesuai dengan namanya jelas-jelas bertujuan untuk mencari 
keuntungan. Organisasi nonprofit menjadikan sumber daya manusia sebagai asset yang paling 
berharga, karena semua aktivitas organisasi ini pada dasarnya adalah dari, oleh dan untuk manusia. 

Organisasi profit memiliki kepentingan yang besar terhadap berkembangnya organisasi nirlaba. Dari 
onganisasi inilah sumber daya manusia yang handal terlahir, memiliki daya saing yang tinggi, aspek 
kepemimpinan, serta sigap menghadapi perubahan. Hampir,diseluruh dunia ini, organisasi nirlaba 
merupakan agen perubahan terhadap tatanan hidup suatu komunitas yang lebih baik. Daya jelajah 
mereka menyentuh pelosok dunia yang bahkan tidak bisa terlayani oleh organisasi pemerintah. Kita 
telah saksikan sendiri, bagaimana efektifnya daya jelajah organisasi nirlaba ketika terjdi bencana 
tsunami di Aceh, ratusan organisasi nirlaba dari seluruh dunia seakan berlomba membuat pre stasi 
tehadap proyek kemanusiaan bagi masyarakat Aceh. Organisasi profit juga mendapatkan keuntungan 
langsung dengan majunya komunitas, mereka mendapatkan market yang terus bertumbuh karena daya 
beli komunitas yang kian hari kian berkembang atas pembinaan organisasi nirlaba. 

Di Indonesia, sebagian besar organisasi non profit dalam keadaan lesu darah. Mereka sesuai dengan 
namanya kebanyakan miskin dana. Perbedaan mencolok terlihat dengan organisasi non profit yang 
memiliki induk di luar negeri. Kondisi ini sudah pasti memberi pengaruh terhadap quantitas dan 
qualitas dari gerak roda organisasi. 

Seharusnya organisasi non profit tidakjauh beda dengan organisasi profit, harus memiliki mission 
statement yangjelas, fokus dan aplikatif. Pemyataan misi organisasi sebaiknya sederhana dan mudah 
dipahami oleh stake holder organisasi. Kelemahan dari organisasi nirlaba Indonesia adalah tidak 
fokusnya misi. Sering misi dibuat dengan pilihan kata yang mengambang dan dapat multitafsir. Kalau 
kita sortir berdasarkan kata, maka kata yang paling banyak muncul barangkali kata sejahtera, adil, 
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merata, berkesinambungan. Misi ini selanjutnya diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang biasanya 
akan menjadi makin meluas dan tidak fokus. Kondisi ini juga berimbas pada rancangan struktur 
organisasi nirlaba Indonesia. Struktur organisasinya memasukkan semua bidang, rata-rata memiliki 
lebih dari 20 bidang. Banyak yang masih mengadaptasi organisasi politik karena dijaman orde baru 
hampir semua organisasi nonprofit yang berdiri menjadi underbow partai Golkar. 

Masyarakat sekarang ini sudah dengan mudah mengakses informasi dari seluruh penjuru dunia, mereka 
juga dengan mudah menjalin komunikasi serta menjadi anggota organisasi nirlaba asing. Disamping itu, 
komunitas yang tumbuh dan berkembang di dunia maya sendiri, telahmenarik populasi yang sangat 
besar. Makin hari, organisasi konvensional makin ditinggalkan, yang dapat berkompetisi kedepan 
hanyalah organisasi yang mampu mengkombinasikan aktivitasnya dengan teknologi informasi. 

Kepemimpinan di seluruh organisasi memegang peranan yang vital, demikian pula dalam organisasi 
nirlaba. Kriteria pemimpin organisasi nirlaba yang paling utama adalah memiliki kemauan. Dalam 
konteksini, pemimpin hams memiliki niat dan bukan dipaksa oleh orang lain. Dengan memiliki 
kemauan, otomatis akan memiliki pandangan terhadap apa saja yang harus dikerjakan dikemudian hari, 
serta mengetahui konsekwensi atas pengorbanan yang hams dijalani sebagai pemimpin organisasi 
nirlaba. Kriteria kedua adalah memiliki kapasitas untuk mendengar dan menyelesaikan permasalahan. 
Mendengar merupakan kriteria yang penting bagi pemimpin dalam organisasi nirlaba karena pemimpin 
akan selalu berinteraksi dengan banyak orang, mulai darl para relawan sampai dengan orang-orang 
yang menjadi objek dari organisasi. Kriteria ketiga adalah memiliki kemampuan mengkader. Dengan 
mengkader maka keberlangsungan organisasi akan dapat terjamin. Pemimpin yang sukses adalah 
pemimpin yang bukan menghambat kemunculan kader-kader yang lebih muda, tetapi justru memberl 
inspirasi dan motivasi bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang. Sesungguhnya pemimpin yang 
berhasil mengkader adalah pemimpin yang berhasil membesarkan namanya sendiri secara tidak 
langsung. Kriteria keempat adalah memiliki kemampuan dalam hal pengumpulan dana. Hal ini sangat 
terkait dengan kemampuan determinasi serta kecerdasan pemimpin dalam merajut relasi antara 
donatur, volunteer dan masyarakat. Organisasi nirlaba telah banyak yang mengaplikasikan kriteria
kriteria terse but untuk memilih pemimpinnya. Tapi sayang karena belurn memiliki managemen 
pengumpulan dana yang baik, kriteria kemampuan finansial dari calon pemimpin sering dikedepankan. 

Hitler dalam perang dunia pertama menyatakan bahwa yang paling penting dalam perang adalah uang, 
yang kedua adalah uang dan yang ketiga adalah uang. Memang uang penting bagi organisasi non profit, 
tapi mengelola organisasi non profit tentunya berbeda dengan mengelola armada perang. Dalam 
organisasi non profit, dibutuhkan manajemen pengumpulan dana yang bersifat jangka panjang. Istilah 
fund rising di organisasi nirlaba sebenamya lebih tepat kalau disebut sebagai fund development. Istilah 
ini signifikan karena bukan hanya dana yang menjadi perhatian tetapi juga orang-orang yang terlibat 
sebagai donatur dan volunteer juga menjadi perhatian utama untuk membangun dukungan yang 
bersifat jangka panjang. 
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saya adalahn anggota salah satu organisasi non profit, ada saran ngga mas bgmn buat carl 
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dananya? 

• 2. ~ Komang Adi I May 14,2008 at 4:56 am 

Untuk organisasi Non Profit, dana memang paling sering menjadi kendaIa. Khususnya organisasi 
nonprofitlnirlaba 10kaI. Sumber dana yang bisa dimobilisasi ada 3 kelompok: 
1. luran anggota 
2. Donasi 
3. CSR (Corporate Social Responsibility) 
luran anggota merupakan sumber dana yang sustain dan harus digalang oleh organisasi nonprofit 
dengan anggota sebagai potensi utama. 

Dana dari Donasi dan CSR sangat bergantung dari program-program yang diluncurkan. Program 
yang menarik dengan management pengeloIaan yang baik dijamin akan menjadi target para 
donatur dan corporate untuk CSR nya. 
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